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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
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menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru sebagai Lembaga teknis bidang
kepegawaian harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian,
yang dimulai dengan pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai /
aparatur secara optimal dalam upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia
(SDM) aparatur yang professional. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
harus mampu meningkatkan kualitas kinerjanya terutama dalam memberikan
pelayanan kepada seluruh pegawai / aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru, baik pelayanan berupa Peningkatan kesejahteraan maupun
peningkatan kompetensi sumber daya aparaturnya sehingga secara tidak langsung
akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap Pemerintah Kota
Banjarbaru. Kedudukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru selanjutnya disingkat sebagai BKPP Kota Banjarbaru merupakan Unsur
Penunjang dalam urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan

Pembentukan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan,
Pelatihan Kota Banjarbaru ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru,
Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.

Tugas Pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan dalam bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi
kewenangan Daerah Kota Banjarbaru. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
telah disebutkan diatas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota

Banjarbaru mempunyai fungsi sebagai berikut :

Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Bab | Pendahuluan
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Penyusun kebijakan teknis bidang kepegawaian, Pendidikan dan
1. / pelatihan

Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian, Pendidikan dan
2 / pelatihan

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas dukungan
3 ,f" teknis bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan

. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
4. / pemerintah daerah bidang kepegawaian, Pendidikan da pelatihan

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh \Walikota sesuai tugas
5 f.? dan fungsinya

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Kepala Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru dibantu oleh
Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang mengelola
tata usaha dan keuangan serta didukung oleh 2 (dua) bidang dengan fungsinya
sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan
dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah
tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian
dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
2. Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program di bidang perencanaan dan pembinaan aparatur
dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
b. Pengendalian, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyusunan

kebutuhan jabatan, pengadaan pegawai ASN, penyusunan informasi

Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Bab | Pendahuluan
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kepegawaian, pemrosesan status dan kedudukan hukum kepegawaian,
pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai, kesejahteraan pegawai,
pemberian penghargaan dan fasilitasi profesi ASN

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

3. Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program di bidang mutasi dan pengembangan aparatur
dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

b. Pengendalian, koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan penilaian
kinerja, mutasi pegawai, kenaikan pangkat, pengembangan karier dan
promosi pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan
kompetensi pegawai

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

a. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang
dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Bab | Pendahuluan
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Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BKPP

Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Bab | Pendahuluan
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1.3 Sumber Daya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kota Banjarbaru sangat

ditentukan oleh kualitas dan juga

kuantitas dari sumber daya

aparaturnya pada tahun 2019

BKPP Kota Banjarbaru didukung I B R 5 Lol

oleh sebanyak 53 orang pegawai

dengan profil demografi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keadaan pegawai BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2019
PENDIDIKAN
SDM JUMLAH
S2 S1 D3 D1 SMA | SMP

Pejabat 12 2 10 - - - -
Struktural
Pelaksana 20 1 10 3 - 5 1
PNS
Pelaksana - 10 1 1 4 -
Tenaga 16
Kontrak / PTT
Jabatan 5 - 3 2 - - -
Fungsional
Jumlah 53 3 33 6 1 9 1

Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan

Bab | Pendahuluan
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Grafik 1.1
Data PNS BKPP berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin

2. Sumber Daya Aset / Barang

% Berdasarkan asset / modal yang dikelolanya,

] hingga akhir tahun 2019, Badan Kepegawaian,
’ o Tipe Aktiva Tetap Pajak ‘91{&

% Egﬁy Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru

Mt e TA.(.NH'E mengelola asset / modal sebesar Rp.
" "_,\" 3.669.974.868,44-,- yang terdiri dari asset
._;aa-iE_

tetap sebesar Rp. 3.059.095.868,44,- dan
asset lainnya Rp. 610.879.000,-.

Daftar Aktrea tetap

1.4 Isu — Isu Strategis Yang Di Hadapi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Dalam penetapan tujuan dan sasaran harus berdasarkan pada isu yang
sedang berkembang di masyarakat dan yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi
dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, sehingga dalam penetapan

tujuan serta sasaran akan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Bab | Pendahuluan
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Isu —isu strategis yang masih dihadapi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

4

1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan

Dan Pelatihan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-
langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan
sasaran BKPP Kota Banjarbaru akan dicapai. Strategi adalah
cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam
kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan
tujuan dan sasaran BKPP Kota Banjarbaru, maka strategi
yang akan dilakukan dalam periode 2016-2021 adalah
sebagai berikut:

1. Pendistribusian dan penataan SDM aparatur sesuai kompetensi dan
kebutuhan formasi

2. Pengembangan Manajemen kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru

3. Pengembangan aplikasi kepegawaian berbasis teknologi informasi

4. Peningkatan kualitas ASN sehingga memiliki kriteria disiplin, integritas,

komitmen dan berkinerja tinggi

Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Bab | Pendahuluan
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Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dirumuskan kebijakan — kebijakan yang
akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program kegiatan BKPP selama 5

tahun kedepan. Kebijakan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan Pendistribusian SDM aparatur yang disesuaikan dengan
formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil

analisis dan beban kerja serta hasil proyeksi kebutuhan 5 tahun

2. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karir mulai dari JPT

sampai dengan jabatan pelaksana

3. Integrasi sistem informasi database kepegawaian secara elektronik terkait

terkait layanan kepegawaian yang terpadu

4. Peningkatan disiplin, integritas, komitmen dan kinerja pegawai ASN melalui

penegakan peraturan disiplin dan kode etik

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan  SUmber| Meningkatnya Penataan | Peningkatan Peningkatan disiplin,
Sumber Daya Aparatur kualitas ASN
Daya Aparatur  yang TS, (e e
Borkualitas sehingga memiliki kinerja pegawai ASN
kriteria  disiplin, | 01514 penegakan
integritas, peraturan disiplin dan kode
komitmen dan | efik, konsistensi penarapan
berkinerja tinggi sanksi terhadap
pelanggaran disiplin

Pendistribusian dan | i1 dan
penataan SDM | pendistribusian SDM
aparatur sesual | gharatur yang disesuaikan
kompetensi  dan | yonan formasi kebutuhan
kebutuhan formasi | kompetensi yang telah

Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Bab | Pendahuluan
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ditetapkan melalui hasil
analisis dan beban Kkerja
serta hasil proyeksi

kebutuhan 5 tahun

Pengembangan

Penyusunan Standar
Manajemen Kompetensi Jabatan dan
kompetensi ASN di | poi3 Karir mulai dari JPT
Lingkungan

sampai dengan jabatan

Pemerintah  Kota pelaksana

Banjarbaru

Penyusunan  dan | \ieningkatkan kualitas dan

penerapan Analisis
kebutuhan diklat

kuantitas diklat dan tubel

Meningkatnya Kualitas Pengembangan

. . Integrasi sistem informasi
Pelayanan Administrasi g

aplikasi database kepegawaian

kepegawaian secara elektronik terkait

berbasis  teknologi | 4 i layanan

VSR kepegawaian yang terpadu
serta menetapkan SOP
pelayanan administrasi
kepegawaian dalam produk

hukum yang mengikat

Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Bab | Pendahuluan
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PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini mengacu kepada Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi

i

pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator — indikator kinerja tersebut harus

Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan proses
penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran program yang sudah
ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang
akan dilaksanakan oleh instansi melalui

berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana

kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja
tahunan, termasuk indikator kinerja yang ada

dapat mendukung Tujuan dan Sasaran yang sudah dituangkan dalam Rencana
Strategis dan Renja.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi Misi Kepala Daerah

terpilih yang terintergrasi dengan Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian,

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
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Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru. Pada penjabaran Misi dari Pemerintah

Kota Banjarbaru, Badan kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru

termasuk dalam misi ke 4 (empat) yaitu : “ Melaksanakan reformasi birokrasi yang

berorientasi kepada pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang baik

berbasis teknologi informasi “, keterkaitan antara Renstra BKPP dengan RPJMD

Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016 — 2021 dengan Rencana Strategis BKPP Kota
Banjarbaru
MISI RPJMD TUJUAN RPJMD SASARAN TUJUAN SASARAN
KOTA KOTA RPJMD KOTA RENCANA RENCANA
BANJARBARU BANJARBARU BANJARBARU | STRATEGIS BKPP STRATEGIS
BKPP

Misi 4 Tujuan 5 Sasaran 1 Tujuan Sasaran
Melaksanakan Terwujudnya Meningkatnya Terwujudnya Meningkatnya
reformasi birokrasi | pemerintahan Kota | Akuntabilitas Sumber Daya Penataan
yang berorientasi Banjarbaru yang Kinerja Aparatur yang Sumber Daya
kepada pelayanan | efektif, efesien, Pemerintah berkualitas Aparatur
public dan tata akuntabel dan Daerah
kelola bebas KKN
pemerintahan
yang baik berbasis
teknologi informasi
Misi 4 Tujuan 5 Sasaran 2 Tujuan Sasaran 2
Melaksanakan Terwujudnya Meningkatnya Terwujudnya Meningkatnya
reformasi birokrasi | Pemerintah Kota Kualitas Sumber Daya pelayanan
yang berorientasi Banjarbaru Efektif, | Pelayanan Publik Aparatur yang administrasi
kepada pelayanan | Efisien Akuntabel Bekualitas kepegawaian

publik dan
tatakelola
pemerintahan
yang baik berbasis
teknologi informasi

dan Bebas KKN
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Tabel 2.2
Sasaran, Indikator Kinerja, Program BKPP Kota Banjarbaru

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program
1. | Meningkatnya Persentase Aparatur yang Pendidikan Kedinasan
Penataan Sumber Mendapatkan Pengembangan
Daya Aparatur Kompetensi
Persentase Jabatan yang diisi Pembinaan dan
sesuai dengan Kompetensi Pengembangan Aparatur
Persentase Pegawai yang Taat Peningkatan Informasi dan

terhadap Peraturan Kepegawaian | Kedudukan Hukum Pegawai

2. Meningkatkan Kualitas | Indeks kepuasan pelayanan - Pembinaan dan
Pelayanan Administrasi | administrasi kepegawaian Pengembangan Aparatur
Kepegawaian - Peningkatan Informasi dan

Kedudukan Hukum
Pegawai

- Pelayanan Administrasi
Perkantoran

- Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
menggambarkan janji pencapaian kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang
waktu satu tahun, dengan tujuan Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi
dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,

sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
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supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah dan
sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai agar masing-masing
pihak yang ada dalam dokumen perjanjian kinerja tersebut memiliki rasa tanggung
jawab terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan

Kota Banjarbaru Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET

Persentase aparatur Persentase 85,08
yang mendpatkan
pengembangan
kompetensi

Meningkatnya Penataan Persentase jabatan yang | Persentase 77,04

Sumber Daya Aparatur diisi sesuai dengan
kompetensi

Persentase aparatur Persentase 100
yang taat terhadap
peraturan kepegawaian

2. | Meningkatnya Kualitas Indeks kepuasan Angka 80
pelayanan administrasi

Pelayanan Administrasi K :
epegawaian

Kepegawaian

2.2 Program dan Kegiatan
Dalam mewujudkan pencapaian tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kota Banjarbaru melaksanakan program kegiatan yang sesuai

dengan tupoksi serta fungsinya dan didukung oleh pendanaannya (anggaran),

sebagai berikut :
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Tabel 2.3

Program Kegiatan dan Anggaran BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2019

SASARAN INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR ANGGARAN
KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya Persentase Program Persentase aparatur yang
Penataan aparatur yang Pendidikan memiliki sertifikat diklat pim,
Sumber Daya mendapatkan Kedinasan diklat teknis fungsional dan
Aparatur pengembangan diklat prajabatan
kompetensi
Pendidikan dan Jumlah aparatur yang
Pelatihan Jabatan | mengikuti diklat pim dan Rp. 3.556.641.000
diklat prajabatan
Pendidikan dan Jumlah aparatur yang
Pelatihan Teknis | mengikuti diklat teknis Rp. 1.546.581.750
Fungsional fungsional
Persentase Pembinaan dan Persentase pelaksanaan
Jabatan yang Pengembangan seleksi CPNS
diisi sesuai Aparatur
dengan
Kompetensi Seleksi Jumlah pelaksanaan Test
Penerimaan seleksi CPNS Rp. 825.257.350
CPNS

Persentase dokumen
penyusunan kebutuhan
formasi

Penyusunan Data
Formasi

Jumlah dokumen
kebutuhan formasi

Rp. 76.602.750

Persentase pejabat
pimpinan tinggi pratama,
pejabat administrator,
pejabat pengawas dan
pejabat fungsional tertentu
yang memenuhi syarat
jabatan

Seleksi Jabatan

Jumlah formasi JPT

Aparatur Sipil pratama, administrator dan | Rp. 738.587.000
Negara pengawas yang terisi

Pengembangan Jumlah pejabat fungsional

Jabatan tertentu yang diangkat Rp. 42.606.250
Fungsional dalam jabatan

Persentase pegawai yang
ditempatkan sesuai dengan
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formasi

Mutasi dan Alih
Status

Jumlah pegawai yang
ditempatkan sesuai dengan
formasi

Rp. 15.306.800

Persentase pegawai yang
mengikuti TUBEL sesuai
kebutuhan formasi

Pemberian
Bantuan Tugas
Belajar dan
Ikatan dinas

Jumlah pegawai yang
mengikuti tugas belajar

Rp. 426.467.150

Persentase aparatur yang
mengikuti ujian dinas,
UKPPI dan pencantuman
gelar

Penyelenggaraan
Ujian Dinas, Ujian

Jumlah pegawai yang
mengikuti ujian dinas,

Rp. 27.656.500

Kenaikan UKPPI dan pencantuman
Pangkat dan gelar
Pencantuman
Gelar
Persentase Program Persentase aparatur yang
Aparatur yang Peningkatan tidak mendapatkan
Taat Terhadap Informasi dan hukuman disiplin
Peraturan Kedudukan

Kepegawaian

Hukum Pegawai

Proses
Penanganan
Kasus-kasus
Pelanggaran
Disiplin

Jumlah kasus yang
tertangani

Rp. 28.006.500

Pengawasan dan
Pembinaan PNS,
PTT dan Tenaga
Kontrak

Jumlah dokumen
pelaksanaan pengawasaan
dan pembinaan

Rp. 269.697.900

Presentase pelaksanaan
Senam Kesegaran Jasmani
dan Ceramah Agama

Penyelenggaran
Kesejahteraan
Anggota Korpri

Jumlah pelaksanaan
Ceramah agama, SKJ dan
Lomba

Rp. 200.326.750

Persentase pegawai yang
mendapatkan penghargaan

Pemberian
Penghargaan dan

Jumlah pegawai yang
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Kesejahteraan menerima penghargaan Rp. 1.136.279.500
Pegawai
Program Persentase aparatur yang

Pembinaan dan melaksanakan penilaian
Pengembangan prestasi kerja pegawai
Aparatur

Penyelenggaraan | Jumlah dokumen prestasi

Verifikasi dan kerja pegawai yang Rp. 223.181.500
Evaluasi dievaluasi
Dokumen
Prestasi Kerja
Pegawai
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Administrasi

Kepegawaian
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Tabel 2.4
Total Anggaran BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2019

ANGGARAN Rp. 4.188.458.350,- Rp. 11.566.909.700,-

TOTAL ANGGARAN Rp. 15.755.368.050,-
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Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, selaku

pengemban amanah masyarakat dibidang pengelolaan SDM aparatur
melaksanakan kewajibannya untuk memberikan informasi tentang tingkat
akuntabilitas kinerja melalui penyajian laporan capaian kinerjanya. Laporan tersebut
memberikan gambaran tentang penilaian tingkat capaian target masing-masing
Sasaran strategis beserta Indikator Kinerjanya yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja dan Renja Tahun 2019.

Dasar hukum penyusunan laporan
/ kinerja dalah Peraturan Presiden no 29 Tahun
¥ ;t@ 2014 tentang SAKIP dan Permenpan No.53
§ Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
| : $ 1 Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
7 4 = Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
g Pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan

S

.

dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasinya, serta
pengungkapan secara transparansi hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Pengukuran Kinerja, evaluasi serta analisis capaian kinerja pemerintah dalam
laporan ini berdasarkan pada Penilaian Sendiri ( Self Assesment ) dengan
menggunakan Skala Penilaian atau acuan dari Permendagri 54 Tahun 2010 tentang
Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perencanaan

Daerah, sebagai berikut :

tabel 3.1

Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
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Skala Penilaian Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja Kinerja
1 91% < Sangat Tinggi
2 76% < 90% Tinggi
3 66% < 75% Sedang
4 51% < 65% Rendah
5 <50% Sangat Rendah

Sedangkan Penilaian Sendiri ( Self Assesment ) untuk Indikator Kinerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan kinerja BKPP dengan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Aparatur yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi dengan
metode perhitungan :

Jumlah aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi

Indikator 1 = X 100%

Jumlah Pegawai Tahun berjalan
2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi

Jumlah aparatur yang jabatannya sesuai dengan kompetensi

Indikator 2 = X 100%

Jumlah Pegawai Tahun Berjalan

3. Persentase Pegawai yang Taat terhadap Peraturan Kepegawaian

Jumlah pegawai yang taat terhadap peraturan kepegawaian

Indikator 3 = X 100%

Jumlah.Pegawai.Tahun.Berjalan
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4. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Total Nilai Persepsi

Indikator 4 = X Nilai Penimbang

Total-Unsur.Terisi

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan
antara target indikator kinerja Utama dan realisasi indikator kinerja utama yang
telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sehingga akan diketahui
selisih atau celah kinerjanya ( Performance gap ) berdasarkan selisih dari kinerja
tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pengukuran untuk capaian
indikator kinerja utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota

Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2019

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur

1 | Persentase Aparatur yang mendapatkan % 85,08 120,16 141,23
Pengembangan Kompetensi

2 | Persentase Jabatan yang diisi Sesuai % 77,04 74,97 97,31
Dengan Kompetensi

3 | Persentase Aparatur yang Taat Terhadap % 100 99,76 99,76
Peraturan Kepegawaian

Rata — rata Capaian Sasaran Strategis 1 112,76%

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

4 | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi | Angka 80 81,18 101,48
Kepegawaian

Rata — rata Capaian Sasaran Strategis 2 101,48%
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Persentase aparatur Persentase aparatur
Persentase jabatan
yang menda patkan yang taat terhadap

pengembangan i eraturan
8 g dengan kompetensi P
kompetensi N kepegawaian

yang diisi sesuai

Grafik 3.1
Perbandingan anatara target dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2019

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Banjarbaru Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target ( rencana ) dan realisasi Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan penjelasan
dari capaian masing — masing IKU adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Penataan Sumber
E Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia Aparatur adalah elemen yang penting dalam

melaksanakan suatu pemerintahan, mereka berperan sebagai penggerak dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Dalam
rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional,
netral, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan
pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan perannya sebagai

unsur perekat persatuan dan kesatuan yang sesuai dengan tujuan

Undang — undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun
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ruang lingkup Penataan Sumber Daya Aparatur mencakup semua lingkup dimulai
dari Perencanaan SDM Aparatur, Manajemen Kompetensi, Sistem rekuitmen,
Penilaian Kinerja, Sistem Kompensasi hingga system informasi kepegawaian.
Sasaran ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan Penataan Sumber Daya Aparatur pada
Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dapat diukur
dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang adalah sebagai berikut :

tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran ke 1 (satu) dibandingkan dengan Kinerja 2 Tahun sebelumnya serta
target RPJMD

Realisasi Kinerja Target

2 Tahun RPJMD

No | Indikator Kinerja | Satuan Sebelumnya Uraian Kinerja Tahun 2019 2021

Tahun | Tahun Target | Realisasi | Capaian

2017 2018
1 Persentase
Aparatur yang o
Mendapatkan Yo 63,94 88,68 85,08 120,16 141, 23 100
Pengembangan
Kompetensi

2 Persentase Jabatan
yang diisi Sesuai

dengan Kompetensi % 73,84 76,38 77,04 74,97 97,31 100
3 Persentase
Aparatur yang Taat o
Terhadap Peraturan Yo 99,58 98,73 100 99,74 99,74 100
Kepegawaian
Rata-rata Capaian Sasaran 1 112,76%

Berdasarkan tabel diatas capaian dari Sasaran Meningkatnya Penataan
Sumber Daya Aparatur adalah sebesar 112,76 % dapat dinyatakan dengan skala
bahwa capaian kinerjanya Sangat Tinggi. Keberhasilan pencapaian Sasaran
Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur di dukung oleh 3 ( Tiga ) Indikator
Kinerja Utama yang mana pencapaian dari masing — masing IKU nya sudah
mendekati dari target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 100% dan terdapat
satu IKU yang melebihi dari target akhir RPJMD vyaitu Indikator Persentase aparatur

yang mendapatkan pengembangan kompetensi. Faktor pendukung keberhasilan

capaian dari masing — masing Indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai
berikut :
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Kompetensi diartikan sebagai
kemampuan (capability) atau
keahlian (expertise) yang lebih dari

sekedar  keterampilan belaka,

Kompetensi juga merupakan hasil

dari pengalaman yang melibatkan ATTITUDE/

Etos Kerja Kompetensi

pemahaman atau pengetahuan,
tindakan nyata serta proses mental
yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga
menghasilkan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu. Kompetensi
digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokkan pengetahuan, keahlian
dan perilaku yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang
dalam pekerjaan.

Indikator Kinerja Utama Persentase Aparatur yang Mendapatkan
Pengembangan kompetensi pada Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kota Banjarbaru target awal tahunnya adalah 85,08 % dan pada akhir tahun
terealisasi sebesar 120,176 %, dengan capaian sebesar 141,23 %, pencapaian
indikator ini dapat dilihat pada pelaksanaan Program Kedinasan melalui Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tk. II, IlI
dan |V serta Diklat Prajabatan, dan juga Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Teknis dan Fungsional.

a. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan (Diklat Manajerial)
Diklat Manajerial adalalah kompetensi yang
berhubungan dengan berbagai kemampuan
manajerial yang dibutuhkan dalam menangani
tugas organisasi, yang meliputi kemampuan

menerapkan konsep dan Teknik perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi
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kinerja, juga kemampuan dalam melaksanakan good governance dalam
manajemen

pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana menggunakan seluruh
sumber daya yang ada demi kelancaran pelaksanaan tugas. Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan dapat dilihat dalam pelaksanaan Diklat
Kepemimpinan Tingkat II, 1ll dan IV serta pelaksanaaan Diklat Prajabatan.
Pada awal Tahun 2019 pelaksanaan Diklat Kepemimpinan yang
menggunakan sistem penyertaan dengan BPSDM Provinsi Kalimantan
Selatan ditargetkan untuk diikuti sebanyak 32 Orang Pejabat Struktural,
dengan perincian Ess Il 7 orang, Ess Ill 8 orang dan Ess IV 17 orang dan
terealisasi sebanyak 91 orang Pejabat Struktural, yang terdiri atas Ess Il 7
orang, Ess Ill 11 orang serta Ess IV 73 orang. Terdapat peningkatan yang
cukup signifikan antara target Ess IV yang ditetapkan dengan realisasinya hal
ini dikarenakan masih banyaknya Pejabat Struktural Ess IV di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan
karena keterbatasan quota penyertaan yang diberikan oleh BPSDM Provinsi
Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga tidak
dapat mengikut sertakan keseluruhan Pejabat Struktural yang telah
ditetapkan pada diawal tahun perencanan, sehingga BKPP Kota Banjarbaru
berinisiatif untuk melaksanakan sendiri Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tk. IV dengan Pola Kerja Sama pada BPSDMD Provinsi
Kalimantan Selatan sehingga dapat mengakomodir hampir seluruh Pejabat
Struktural Ess IV yang telah ditetapkan pada awal tahun serta dapat
menambah jumlah Pejabat Ess IV yang diikutsertakan. berikut daftar nama
peserta Diklat kepemimpinan Tk. Il, IIl dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru Tahun 2019 :

tabel 3.4
Daftar Nama Peserta Pelaksanaan Penyertaan Diklat Kepemimpinan Tk. Il, lll dan IV Tahun 2019
NAMA JENIS DIKLAT WAKTU
Drs. Abdul Basid, MM PIM Tk. / Angkatan 28 Agustus s/d 09
XXVII Desember 2019

Hj. Siti Hamdah,SP, MT

Kanafi, S.IP, MM
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Drs. Rahmat Taufik, M.Si

Johan Arifin, Ap, MM

Muriani, ST

Sirajoni, AP, MM

Masjuani, S.Sos, M.Si PIM Tk. IlI 22 Februari s/d 04
Juni 2019

Sun Subogo, S.Sos

H. Denny Mahendrata, SH, MH

H. Alamsyah, S.Pd, M.Ed

Ratna Hartati Asmail, S.Sos 12 April s/d 28 Juli
2019

Mohammad Noor Ifansyah, SP,M.AP

Zaini, S.Sos, MM

Masrodjian Noor, SKM

H. Maulana, ST 27 Agustus s/d 07
Desember 2019

Lia Astuti, S.STP, MM

Khairurrijaal, S.STP

Najmah Sri Agustinah, S.Sos PIM Tk. IV / Angkatan | 22 Februari s/d 04
XXXIV Juni 2019

Siti Aisyah, SE

Hendra Farnadie, SE

Dian Safitri, SE

Reswan Nadi

Fitria Khairani, SE, MM

Isnani Zain, SP

Yuli Hidayat, ST

RinaFebriyanti, S.AP

Ahmad Rifani, S.Pt PIM Tk.IV / Angkatan | 22 Februari s/d 04
XXXV Juni 2019

Jumiatun, SP

Denny Adi Surya, S.Sos
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Hayati, S.Sos

Enggar Subekti, S.Sos

M.Ardinsyah, SE, MM

Suhartini, S.AP

Gusti Asdy Faisal, SE

Rusadi, S.Pt PIM Tk.IV / Angkatan | 22 Februari s/d 04
XXXVI Juni 2019

Frins Usifarina Muly, SP

Fransxiskus Xaverus Hary Wibowo, S.Kom

Muhammad Yunus, SH

Nurul Fauzi, S.Sos, M.AP

Irwan Hendro, S.AP

Lisa Indranyla, S.Kom

Asmarabia, SP

M.Surya Irawan, S.Sos PIM Tk.IV / Angkatan | 25 Maret s/d 22 Juli
XXXVII 2019

Anita Rosiana, S.Sos

Helfizah Ristiaty, SE

Dina Kesuma, S.Hut

Misrina, SE, M.Ec.Dev

Bahriati, S.AB

Yusally Sari, SE

Yadi, SE

Hj. Raudah, SP PIM Tk. IV / Angkatan | 26 Agustus s/d 07
XL Desember 2019

Anna Fahriah

Charisma Putra.P, SE

Siti Patimah, S.Sos

Sri Kusmilawati, S.Sos

Husian, S.AP
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Dina Mariana, SE

H.M. Fakhruddin Noor, SKM, M.K.M

PIM Tk. IV / Angkatan
XL

Eko Purwanto, SE

Akhmad Yani, S.Sos

Noor Syamsul Kamar, S.Sos, M.AP

Rachmat Hidayat, SH

Maya Sonea, S.AP

Fathurrahman, ST

Andry Fachruriadi, S.AP

Merlina Ka’ani, S.Sos

Syaidah, SP. MA

Dewi Sukma Sari, S.Sos

Dina Septarini, SE

Ima Ratna Sari, S.Sos

Evie Listiana, SH

Edwin Setiawan, SH

Anwar Pauiji, S.Pi, M.Si

Ahmad Naufal, S.Ag

Nor Ainah, S.AP, MA

Mahbob, ST

H. Agus Riza Syuhada, S.Kom

M. Fuad Rahman, S.Sos

Said Muluk, SE

Lidia Anggeraini, ST

M.Arif Pribadi, SE

Akhdiyat Saputera, SE

Muhammad Hafidhuddin Noor, SKM, MS

26 Agustus s/d 07
Desember 2019
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Salahuddin Aiyubbi, S.Sos
Manruni, ST PIM Tk.IV / Angkatan | 26 Agustus s/d 07
XL Desember 2019

Rahmat Juliani, ST

Noormiyati, SE, MM

Arie Madha, ST

Tuti Haryati, S.Pi, M.S

Ankhruddin Arief, SE

Selain Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Manajerial juga
dapat dilaksanakan melalui Diklat Prajabatan, pada Tahun 2019 Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menargetkan untuk mengirim 111 orang
CPNS agar mengikuti Diklat Prajabatan, akan tetapi hanya terealisasi sebanyak 93
orang, hal ini dikarenakan pelaksanaan Diklat Prajabatan untuk kategori Bidan PTT
belum dilaksankan di tahun 2019, dan akan diikutsertakan pada tahun 2020. Berikut
daftar nama peserta Diklat Prajabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru :

Tabel 3.5
Daftar Nama Peserta Pelaksanaan Penyertaan Diklat Prajabatan
NAMA TEMPAT JENIS DIKLAT
PELAKSANAAN

Muhammad Rolly.F, S.Pd
Dita Rahmaddany, S.Pd
Siti Aisyah, SPd BPSDM PROVINSI DIKLAT PRAJABATAN Gol. Il
Arief Lukman Hakim KALSEL Angkatan V dan VI

Muhammad Rizky, SPd

Nur Mahmaudah, S.Pd
Yudhi Jammaluddin, S.Pd
Novi Anggraini, S.Pd

Selly Wahyuning Tyas, S.Pd
Farida, S.Pd

Elawati, S.Pd

Laily Jamilah, S.Pd

Naila Khairiya, S.Pd

NAMA TEMPAT JENIS DIKLAT
PELAKSANAAN

Muhammad Rolly.F, S.Pd
Dita Rahmaddany, S.Pd

Siti Aisyah, SPd BPSDM PROVINSI DIKLAT PRAJABATAN Gol. I
Arief Lukman Hakim KALSEL Angkatan V dan VI
Muhammad Rizky, SPd 21 April s/d 10 Agustus 2019

Nur Mahmaudah, S.Pd
Yudhi Jammaluddin, S.Pd
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Novi Anggraini, S.Pd

Selly Wahyuning Tyas, S.Pd
Farida, S.Pd

Elawati, S.Pd

Laily Jamilah, S.Pd

Naila Khairiya, S.Pd

Sri Wahyuni, S.Pd

Mega Febriany, S.Pd
Hamdanah, S.Pd

lka Jubaidah, S.Pd

Ahmad Mubarrak, S.Pd.I

Siti Hilmiah, S.Pd. |

Khairi Waridha, S.Pd

Asiaty Murbani, S.Pd.I
Ahmad Rifani, S.Pd.|

Henny Irliani, S.Pd.I

Abdul Kadir, S.Pd.I

Firyal Yasmin, SKM

Nida Ulfah, SKM

Siti Yulia Wardani, S.Pd.|
Fitria Aningsih, SKM

Dessie Natalia Mayang Sari, SKM
Erlita Astuti, SKM

Mariyatul, SKM

Christina Oktaviani, SKM
Veronika Tarigan, SKM

Nely Rizka Yuninda, Apt
Henny Susilawati, S.Kep, Ns
Haris Fadjar Setiawan, S.Kep, Ns
Nina Ramadhan, S.Kep, NS
Noor Fitriyah, S.Kep, Ns
Winda Nur Islamy, S.Kep, Ns
Dr. Fildzah Khairina

BPSDM PROVINSI
KALSEL

lka Novitasari, S.Pd

Tessy Herlina Apriyanti, S.Pd
Noorjannah, S.Pd

Siti Noor Hamdah, S.Pd

Siska Nugrahaningtyas, S.Pd
Muhammad Jayadi Noor, S.Pd
Dessy Rianti Anggraini, S.Pd
Amelia Agustina, S.Pd

Rina Saidatul, S.Pd

Halifah, S.Pd

Masdalina, S.Pd

Agustina Sances, S.Pd
Maisarah, S.Pd

Noor Amalia, S.Pd

Afria Nita, S.Pd

Muhammad Fajar Sentosa, S.Pd
Firda Wahyuni, S.Pd

BPSDM PROVINSI
KALSEL

DIKLAT PRAJABATAN Gol. Il
Angkatan Il dan IV
11 April s/d 07 Agustus 2019

dr. Lina Rahmiati
dr. Ayu Pratiwi Sarif
dr. Alvin Rifqy

dr. Lina Rahmiati

BPSDM PROVINSI
KALSEL

DIKLAT PRAJABATAN Gol. lll
Angkatan XXIV dan XXV

18 Oktober s/d 11 Desember
2019

Mulyana Sari

Citra Septiani. T

Dinda Ayu Sholiha

Nailai 1zzati

Muhammad Wahyu Saputra
Ida

Dewi Anugerah Aprilia

BPSDM PROVINSI
KALSEL

DIKLAT PRAJABATAN Gol. I
Angkatan Il dan IV
16 Mei s/d 14 Agustus 2019

Nurul Rusmalina
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M. Ariffullah, A.Md. Gz

Catur Amalia Febranitami, A.Md. Gz BPSDM PROVINSI DIKLAT PRAJABATAN Gol. Il
Rabiatul Adawiyah, A.Md. Gz KALSEL Angkatan | dan I

Nurul Hayati, A.Md, Ak 09 Mei s/d 10 Agustus 2019
Mutia Mirie Husain

Lisa A.Md, AK

Muhammad Adrian Hadi Kusuma, A.Md, AK
Agustina Rudia Wartini

Mona Afifah, A.Md, Kg

Inayatur Rahmah, A.Md

Maulidah Ariyani, A.Md, Kg

Dewi Sartika Suryadiningsih, A.Md, RMIK
Denny Setiawan, A.Md. RMIK

Minasy Sulthanika, A.Md, RMIK

Ayu Inti Setaniati, A.Md, RMIK
Mahyunita, A.Md, RMIK

Ulfah Sukmasari, A.Md, RMIK

Irwina Rizki Rahmawati, A.Md, RMIK
Dinar Tiara Kahayani, A.Md, RMIK

Nita Qorbaniati, A.Md, RMIK

Dewi Mardiyanti, A.Md, Kep

Ruliansyah

Nindya Chrysanti, A.Md, Kep

Siska Rossyiana, A.Md, Gz

b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Kompetensi Teknis (technical competence)
adalah kompetensi mengenai bidang yang
menjadi tugas pokok organisasi, atau
kemampuan seorang pegawai dalam
bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan
tugas masing-masing. Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan dalam
melaksanakan Diklat yang semuanya berbasis Kompetensi dan kurikulum sesuai
dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi SDM, pelaksanaan Diklat Teknis dapat
dilihat pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dimana didalam
kegiatan tersebut dilaksanakan dengan 2 (dua) pola yaitu dengan pola penyertaan
peserta diklat dengan Lembaga penyelenggara diklat lain dan pelaksanaan mandiri
yaitu penyelenggaraan Bimbingan Teknis ( Bimtek ) yang biasanya
dilaksanakan selama 2 s/d 3 hari lamanya, pada awal tahun 2019 BKPP
menargetkan sebanyak 280 pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

baik melalui Pola Penyertaan atau pun Pola Penyelenggaraan (Bimtek), dan pada

akhir tahun terealisasikan sebanyak 982 pegawai yang terdiri atas 35 orang
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mengikuti diklat teknis, 17 orang mengikuti diklat fungsional, 180 orang yang telah

mengikuti

bimbingan teknis dan sebanyak 750 orang yang telah megikuti

pemyelenggaraan ESQ. Terjadi peningkatan yang sangat besar dari target awal

tahun, hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan ESQ Personal Transformation

Program pada akhir tahun sebanyak 750 peserta dibagi dalam 3 angkatan.

Berikut daftar Diklat Teknis dan Fungsional

dilaksanakan oleh BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2019 :

Tabel 3.6
Penyelanggaraan Diklat Teknis dan Fungsional (Penyertaan) Tahun 2019

Penyertaan dan bimtek yang

NO [NAMA DIKLAT NAMA PESERTA  |INSTANSI WAKTU PENYELENGGARA
PELAKSANAA
N
1 [Pelatihan Analisis [Shanty Eka S. Dinas 18 s.d 22 Pusat Penelitian Lingkungan
Mengenal Dampak [S.Hut, Ms Lingkungan [Februari 2019 |Hidup (LPPM) Universitas
Lingkungan Hidup Sebelas Maret Surakarta
2 |Pelatihan Rusmilawati, S.Hut |Dinas 17 s.d 23 Maret [Pusat Tudi Lingkungan Hidup
Penyusunan Kajian Lingkungan (2019 Institut Teknologi Bandung
Lingkungan Hidup Hidup (PSLH-ITB) Bandung
Strategis
3 |[Bintek PIAK Drs. Bambang Dinas 18 s.d 20 Maret [Ditjen Dukcapil Kemendagri
Kemendagri Supriyanto, MT Kependuduka[2019 HotelGrand Kemang Raya
n dan No. 2H, Jakarta Selatan
Pencatatan
Sipil
4 |Pelatihan Luki Dwi Janarko, |BKPP 12 s.d 16 Maret |Smile Group Yogyakarta
Manajemen Aset  |A.Md 2019 'Yogyakarta
Sda Ahmad Budiannor, [BKPP 12 s.d 16 Maret [Smile Group Yogyakarta
A.Md 2019 Yogyakarta
Sda Dodik Purnomo BKPP 12 s.d 16 Maret |[Smile Group Yogyakarta
2019 Yogyakarta
Sda Roosdiana Dinas 12 s.d 16 Maret |Smile Group Yogyakarta
Perhubungan {2019 'Yogyakarta
Sda M. Dody Rosyadi  |Dinas 12 s.d 16 Maret |Smile Group Yogyakarta
Perhubungan {2019 'Yogyakarta
5 [|Pelatihan Drs. Muhammad Dinas 11 s.d 20 Maret [Balai Teknik Penyehatan
Perencanaan Aslami, M.Ap Lingkungan (2019 Lingkungan Permukiman
Sistem Pengolah Air Hidup Surabaya
Limbah Domestik
6 |Bimtek Pencatatan |Ir. Muhdiannor, MM |Dinas 21 s.d 23 April |Ditjen Dukcapil Kemendagri,
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Sipil Kemendagri Kependudukal2019 Jakarta
n dan
Pencatatan
Sipil
7 |Bimtek Asdillah Dinas 21 s.d 30 April |Balai Teknik Penyehatan
Perencanaan Teknis Lingkungan (2019 Lingkungan Permukiman,
Sistem Hidup Surabaya
Pengelolaaan Air
Limbah Domestik
Terpusat
Sda Raihan Dinas 21 s.d 30 April |Balai Teknik Penyehatan
Lingkungan (2019 Lingkungan Permukiman,
Hidup Surabaya
8 |Bimtek Sosialisasi [Jusvi Zaldy, SE Dinas 22 s.d 26 April |Pusat Pendidikan dan
Perpres No.16 Kependuduka[2019 Pengembangan Sumber Daya
Tahun 2018 dan n dan Manusia
Ujian Sertifikasi Pencatatan
berbasis Sipil
komputer/Laptop
9 |Pelatihan Drs. M. Aslami, Dinas 22 s.d 26 April [Pusat Studi Lingkungan Hidup
Penyusunan Kajian |M.Ap Lingkungan (2019 Institut Teknologi Bandung
Lingkungan Hidup Hidup (PSLH-ITB) Bandung
Strategis
10 |Rekayasa Lalu Edy Mardiansyah |Dinas 22 s.d 24 April [Sekolah Tinggi Transportasi
Lintas Perhubungan [2019 Darat, Jakarta
11 |[Effective Skill Front |Drs. Deddy Haryadi,[ DPM PTSP |29 Aprils.d 3  [Smile Group Yogyakarta
Office dan Service Mei 2019
Excellence
(Pelayanan Prima)
Sda Abu YajidB, S.Sos, [DPM PTSP |29 s.d 3 Mei Smile Group Yogyakarta
M.AP 2019
12 [SDDC - Sofrware [Septiatama Aditya |BKPP 29 Aprils.d 3  [Smile Group Yogyakarta
Defined Data Centrellsmawan, S.Kom Mei 2019
13 [Pelatihan Teknis Hj. Sarideli, SH, MM |BKPP 30 Julis.d 2 Pusat Pengembangan ASN
Kepegawaian dan Agustus 2019 |BKN, Bogor
Sertifikasi bagi
Pejabat
IAdministrator
14 [Pelatihan Teknis Firdaus BKPP 1 s.d 4 Juli 2019|Pusat Pengembangan ASN
Kepegawaian dan |Noorrahman, SE BKN, Bogor
Sertifikasi bagi
Pejabat Pengawas
15 [Diklat Teknis Romy Aprianto, Dinas Arsip 28 Juli s.d 30  [Pusat Pendidikan dan
Pengelolaan Arsip [S.Sos dan Agustus2019  |Pelatihan Kearsipan (ANRI),
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Statis (PNPB) Perpustakaan Bogor
16 |Diklat Pamong Adrianoor Rivai, Cama 22 s.d 27 April |Badan Pengembangan
Prajaan Bagi Camat|S.Sos Cempaka 2019 Sumber Daya Manusia
Kemendagri, Jakarta Selatan
17 |Sda Drs. H. Abdul Malik, [Camat 31 Maret s.d 2 [Badan Pengembangan
M.Si Landasan April 2019 Sumber Daya Manusia
Ulin Kemendagri, Jakarta Selatan
18 [Bimtek Pendaftaran |Dra. Andi Darwati |Dinas 31 Maret s.d 2 |Direktorat Jenderal
Penduduk Angkatan KependudukalApril 2019 Kependudukan dan
Il n dan Pencatatan Sipil Kemendagri,
Pencatatan Jakarta Pusat
Sipil
Sda Hidayatullah, SE RSDI 24 s.d 28 Juni |BPSDM Kemendagri, Jakarta
2019 Pusat
19 |Diklat Aparatur Erlinda Maharani  |BKPP 17 s.d 22 Juni [BPSDM Kemdagri, Bogor
Pelopor Revolusi  |Puspita Sari, SH 2019

Mental (APRM) Bagi
Jabatan Pelaksana
Tahun 2019

20

Diklat Program

Shellamitha

Bappeda dan

6 s.d 26

Kementerian Keuangan

Intership Riaddinni, S.STP  |Litbang Oktober 2019
Kementerian
Keuangan
Sda Dra. Laili Faridah  |Badan 6 s.d 26 Kementerian Keuangan
Pengelolaan [Oktober 2019
Pajak dan
Retribusi
Daerah
21 |Diklat Intellegent  |Adi Surya Noor, Dinas 8s.d 10 Sekolah Tinggi Transportasi
Transport System [S.STP, M.SI Perhubungan [Agustus 2019 |[Darat Kemenhub
22 |Pelatihan PPD Agus Yana, SP, Msi [Badan 22 Juli s.d 2 Pusat Pembinaan, Pendidikan
RPJMD Perencanaan [Agustus 2019 |dan Pelatihan Perencanaan
Pembanguna Fakultas Ekonomi dan bisnis
n Penelitian Universitas Trunojoyo Madura
dan
Pengembang
an Daerah
23 |Diklat Manajemen |Drs. Akhmad Dinas Arsip |19 s.d 29 Juni |Pusat Nasional Republik
Perpustakaan Mardhani dan 2019 Indonesia, Jakarta
Angkatan IV Perpustakaan
24 |Bimtek Kapasitas |Ahmad Fauzi Dinas 7s.d10 Direktorat Jenderal
Pengelolaan SIAK KependudukalAgustus 2019 |Kependudukan dan
bagi ADB Provinsi n dan Pencatatan Sipil Kemedagri,
dan KAB/Kota Pencatatan Jakarta Pusat
Kemendagri Sipil
25 |Diklat Analisis Medda Elliyana, RSDI 29 Julis.d 10 |BKN Regional VIlI

Kepegawaian

S.Psi, M.si

Agustus 2019
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26 |Asistensi Firdaus BKPP 28 s.d 30 Juni [Direktorat Jenderal
Pengelolaan Noorrahman, SE 2019 Kependudukan dan
Aplikasi Database Pencatatan Sipil Kemendagri,
Pejabat Jakarta Selatan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Daerah

27 |Bimtek Training of (Indriana Wahyuni, [Dinas 13 s.d 19 Kementerian
Trainer (ToT) SH Koperasi Oktober 2019 |Ketenagakerjaan, Bogor

Usaha Kecil

Menengah

dan Tenaga

Kerja

28 |Sda Irni Yosiana Dinas 13 s.d 19 Kementerian
Nasution, SH Koperasi Oktober 2019 |Ketenagakerjaan, Bogor

Usaha Kecil

Menengah

dan Tenaga

Kerja

DIKLAT PENYERTAAN FUNGSIONAL DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
29 |Uji Kompetensi Zulkipli Pahriyannor, [Satpol PP 20 s.d 22 Maret BPSDMD Prov Kalsel,
Pamong Praja SH 2019 Banjarbaru
30 |Sda Darsani, SH Satpol PP 20 s.d 22 Maret BPSDMD Prov Kalsel,
2019 Banjarbaru

31 |Sda Ade Irawan Danu  [Satpol PP 20 s.d 22 Maret BPSDMD Prov Kalsel,
Saputra 2019 Banjarbaru

32 |Sda Ahmad Satpol PP 20 s.d 22 Maret BPSDMD Prov Kalsel,
2019 Banjarbaru

33 |Sda Aji Tiowarman Satpol PP 20 s.d 22 Maret BPSDMD Prov Kalsel,
2019 Banjarbaru

34 |Suyantoto Satpol PP 20 s.d 22 Maret IBPSDMD Prov Kalsel,
2019 Banjarbaru

35 |Calon Peserta Nanang Suhartono [Kelurahan Maret 2019 Pusat Pengembangan
Pelatihan Land Ulin Sumber Daya Kemetrologian
Fungsional Panera Selatan
Sda Franciscus Yuli Kelurahan Maret 2019 Pusat Pengembangan

Priyoko, A.Md Komet Sumber Daya Kemetrologian

36 |Diklat Fungsional |Deviyanti Bagian Badan Pengembangan
Perancang Ramadhani, SH, Hukum Sumber Daya Manusia
Perundang- MH Setdako Hukum dan Ham
undangan
Sda Resa Reyana Dewi, [Bagian Badan Pengembangan

SH Hukum Sumber Daya Manusia
Setdako Hukum dan Ham

37 |Pelatihan Jabatan |Hj. Mariana RSDI Bapelkes provinsi Kalsel
Fungsional

38 [Diklat Erwinsyah, SP Insopektorat 24 s.d 28 Juni |[PPSDM Kemendagri




Laporan Kinerja 2019

B
na §
-

Auditinvestigasi 2019
Angkatan lll
Sda Magna Muzakir Insopektorat (24 s.d 28 Juni |[PPSDM Kemendagri
2019
39 |Pelatihan Jabatan |Murfiaty, S.ST RSDI 16 s.d 25 Sept [Bapelkes Provinsi Kalsel
Fungsional 2019
Sda Muslimah RSDI 16 s.d 25 Sept [Bapelkes Provinsi Kalsel
2019
40 [Pelatihan Jabatan [Siti Arbayah, A.Md, |[RSDI 30 Sept s.d9 |Bapelkes Provinsi Kalsel
Fungsional MM okt 2019
Tatin Setia Ningrum, [RSDI 30 Sept s.d 9 |Bapelkes Provinsi Kalsel
A.Md. Keb okt 2019
Tabel 3.7
Pelaksanaan Diklat Teknis Penyertaan ESQ Personal Transformation Program
Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
Tahun 2019
NO DIKLAT PESERTA WAKTU TEMPAT
PELAKSANAAN | PELAKSANAAN
250 orang 2 s/d 3 November
(Guru SMP) 2019
Aula Gawi
ESQ Personal 250 orang 95s/d 10 Sebarataan
TragSformat'O“ (Guru SD) November 2019 (peserta guru
rogram SMP)
250 orang 23 s/d 24
(Puskesmas, Kecamatan dan November 2019
Kelurahan)
Tabel 3.8
Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Penyelenggaraan) Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
Tahun 2019
NO BIMTEK PESERTA WAKTU TEMPAT
PELAKSANAAN | PELAKSANAAN
1. Pengenalan Aplikasi 50 orang 30 s/d 31 Januari | Aula
Kepegawaian | 2019 Linggangan
— - Pemerintah
2. Pengenalan Aplikasi 50 orang 18 s/d 19 Juni Kota Banjarbaru
Kepegawaian I 2019
3. | Administrasi Keuangan 40 orang 20 s/d 22 Aula Gawi
Kelurahan Agustus 2019 Sebarataan
4. Pelayanan Publik 40 orang 13 s/d 14

Desember 2019
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Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Tahun 2019
terdapat 31 jenis Diklat penyertaan baik Teknis maupun Fungsional dan
4 jenis Bimbingan Teknis (Penyelenggaraan).

Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘ Persentase aparatur yang

mendapatkan pengembangan kompetensi ‘ adalah sebagai berikut :
Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘Persentase aparatur yang mendapatkan
pengembangan kompetensi’ Tahun 2016 - 2019

2019
NO INDIKATOR 2016 2017 2018

('fb\ondli)Si Target Realisasi
wa

1. | Jumlah pegawai yang
memiliki sertifikat diklat 475 59 46 32 91
kepemimpinan Il, Ill dan
v

2. | Jumlah CPNS yang
memiliki sertifikat diklat - - 6 111 93
prajabatan

3. | Jumlah pegawai yang
memiliki sertifikat diklat 1670 282 837 280 982
teknis dan fungsional

Jumlah  Pegawai Kota 3986 3888 3806 3806 3779
Banjarbaru

Capaian untuk IKU : 53,81% 63,94% | 88,68% 85,08% 120,16%
‘Persentase aparatur yang Capaian | Capaian Capaian
mendapatkan pengembangan 113,37% 118.68% 141,23 %
'3 z 5z 5 ()
kompetensi * (Realisasi jumlah
pegawai yang memiliki
sertifikat Diklat PIM, Diklat
Prajabatan dan Diklat Teknis
Fungsional Tahun Lalu +
Tahun berjalan dibagi jumlah
pegawai tahun berjalan
dikalikan 100) ((1+2+3)/jumlah
pegawai tahun berjalan x 100)




. penyelenggara diklat
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150
100
120,16
50 8868
53,81 63,94
0 —
Tahun 2016 Tahun2017 Tahun 2018 Tahun 2019

W Persertase gparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘P ersentase aparatur yang mendapatkan pengembangan
kompeteni ‘ Tahun 2016 - 2019

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan
dari tahun ke tahun, untuk Indikator Kinerja Utama Persentase aparatur
yang mendapatkan pengembangan kompetensi, pada tahun 2019
peningkatannya sebesar 36 % dari target awal tahun yang telah ditetapkan
yaitu 85,08 % dan terealisasi sebesar 120,16 % dengan tingkat capaian
sebesar 141,23 %. Tingkat capaian Tahun 2019 juga mengalami peningkatan
terhadap tingkat capaian dari tahun 2018 yaitu dari 778,68 % menjadi 141,23

% yang mana dapat dinyatakan dengan skala bahwa capaian kinerja nya

sangat tinggi.

Namun demikian masih terdapat beberapa faktor penghambat atau
permasalahan yang sering dirasakan yaitu seperti berikut :

1. Perubahan peraturan perundang — undangan serta kebijakan mengenai
pendidikan dan pelatihan.

2. Dalam mengikutsertakan pegawai untuk diklat teknis dan fungsional,
penyelenggaranya harus lembaga diklat yang terakreditasi dan waktu
pelaksanaannya mengikuti jadwal dari pihak penyelenggara diklat.

3. Adanya pembatasan kuota peserta diklat yang tidak bersesuaian dengan
alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

BKPP akan terus berusaha memperbaiki kinerjanya dengan terus melakukan

beberapa langkah — langkah perbaikan agar dapat meningkatkan kinerja

kearah yang lebih baik lagi, antara lain :

Meningkatkan koordinasi
dengan berbagai lembaga

Mengikutsertakan calon
peserta diklat yang
berdasarkan analisis
_kebutuhan dan sesuai
“ kompetensi yang
dibutuhkan

Menijalin kerjasama dengan
lembaga diklat lain untuk
mengikutsertakan calon
peserta diklat

" terkait adanya perubahan
# peraturan perundangan
dan kebijakan Diklat
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Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘Persentase aparatur yang mendapatkan
pengembangan kompetensi’ dengan Kabupaten / Kota / Provinsi

Persentase

aparatur yang | 120,16 % - = - -
mendapatkan
pengembangan

kompetensi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan realisasi
untuk indikator kinerja“® persentase aparatur yang mendapatkan
pengembangan kompetensi “, pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Banjarbaru tidak dapat dibandingkan dengan realisasi
indikator kinerja Kabupaten / Kota / Provinsi dikarenakan tidak memiliki

indicator kinerja yang sama.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘Persentase aparatur yang mendapatkan
pengembangan kompetensi’ dengan Target RPJMD dan RPJMN Tahun 2019

Persentase

aparatur yang 120,16 % - -
mendapatkan

pengembangan




Laporan Kinerja 2019

kompetensi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan realisasi
untuk indikator kinerja“ persentase aparatur yang mendapatkan
pengembangan kompetensi “, pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Banjarbaru tidak dapat dibandingkan dengan Target RPJMD
serta RPJMN, dikarenakan indikator kinerja tersebut diatas tidak tercantum

dalam RPJMD dan RPJMN tahun 2019.

Bimtek Pelayanan Publik

B e Ll TAH KOTA'BANJAREARU N
POL'A FASILITASI PEMERI«ITAH KOTA'BANJARBARU
DENGAN "2SDM PROVINSI KALMANTAN SELATAN

Bab Il Akuntabilitas
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Pelaksanaan Pembukaan DiklatPim Tingkat IV

Diharapkan seluruh aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
baik Diklat Jabatan ( Manajerial ) seperti Diklat Pim dan Diklat Prajabatan
maupun Diklat kompetensi Teknis dan Fungsional dapat mengaplikasikan dan
menerapkan semua ilmu yang telah didapat untuk kepentingan tugas pokok
fungsi masing-masing, sehingga dengan kompetensi yang telah dimilki oleh

aparatur tersebut dapat meningkatkan kinerja dari masing-masing SKPDnya.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah

asset yang utama dan terpenting dalam

Organisasi, begitupun dalam pemerintahan
SDM / Aparatur menduduki peranan
terpenting dalam pengelolaan SDM
aparatur sesuai dengan kebutuhan formasi

yang merupakan kunci utama organisasi

dapat berkembang kearah yang lebih baik.
Dari segi pelaksanaan reformasi birokrasi profesionalisme seorang aparatur
sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada
masyarakat, profesionalisme seorang aparatur sangat terkait dengan
penguasaan kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan tugas fungsi dalam
jabatan yang sedang di dudukinya.

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi telah diamanatkan
dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan
kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap
kerja melalui proses promosi, mutasi / rotasi secara obyektif. Penempatan dalam
jabatan yang sesuai dengan kompetensi sangat berpengaruh terhadap

peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting
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dalam organisasi karena dapat menyebabkan pencapaian terhadap tujuan
organisasi pemerintahan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menggunakan Indikator
Kinerja Utama Persentase Jabatan yang diisi Sesuai dengan Kompetensi
sebagai salah satu IKU SKPD, untuk tahun 2019 Indikator Kinerja Utama ini
ditargetkan pada awal tahun adalah 77,04 % dan dapat direalisasikan sebesar
74,97 % dengan capaian sebesar 97,37 %. Capaian Kinerja tersebut di dukung
dengan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur serta

pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a. Seleksi Jabatan Aparatur Sipil Negara ( ASN ), Pelaksanaan Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk 4 SKPD, yaitu untuk JPT Pratama
Dinas Kesehatan, Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Pelaksanaan
Seleksi Terbuka JPT Pratama dilaksanakan pada 26 Agustus sampai dengan
31 Desember 2019, yang mana terdapat beberapa tahapan yang dimulai
dengan Perencanaan Kegiataan, Pengumuman Pelaksanaan, Pelaksanaan
Test Kompetensi Manajerial, Penelusuran Rekam Jejak Kandidat,
Wawancara Akhir, Pelaporan Hasil Pelaksanaan dan terakhir adalah

Penempatan dalam Jabatan ( Pelantikan ).

Berikut beberapa dokumentasi pelaksanaan Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama :
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Pembukaan Seleksi Administrasi Calon peserta Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2019
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Wawancara Akhir dengan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru bertempat di Rumah Walikota
Banjarbaru
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Pelantikan Pejabat Struktural Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2019

b. Mutasi Pegawai

Pelaksanaan test mutasi masuk untuk aparatur yang ingin pindah bekerja di
Pemerintah Kota Banjarbaru adalah salah satu cara untuk mengisi jabatan
pelaksanan (JFU) yang dibutuhkan dan diharapkan sesuai dengan
kompetensi yang diinginkan, selain dari mutasi masuk juga dapat
dilaksanakan mutasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Tahun 2019 ditargetkan pelaksanaan Mutasi Pegawai adalah sebanyak 485
orang akan tetapi hanya dapat terealisasikan sebanyak 758 orang, hal
tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu usulan mutasi PNS yang masuk ke
Pemerintah Kota Banjarbaru banyak yang tidak sesuai dengan kompetensi
dan formasi yang dibutuhkan, serta yang bersangkutan memiliki
pangkat/Golongan yang lebih tinggi dari formasi yang dibutuhkan sehingga
permohonan yang bersangkutan tidak dapat diproses lebih lanjut, disamping
itu permohonan PNS mutasi masuk ke pemerintah Kota Banjarbaru belum
mendapat persetujuan dari instansi asalnya. Diharapkan persetujuan untuk

penempatan harus sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja,

agar formasi yang diisi sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan.
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Pelaksanaan Test Mutasi Masuk Pegawai di Lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru

c. Pengangkatan Pejabat Fungsional ke Dalam jabatan Fungsional
Pelaksanaan Pelantikan untuk pejabat fungsional tertentu ke dalam jabatan
fungsionalnya, adalah salah satu cara untuk memenuhi formasi Jabatan
Fungsional Tertentu ( JFT ) yang dibutuhkan, dan juga dikarenakan masih
terdapat formasi untuk jabatan fungsional yang belum benar-benar sesuai

dengan formasinya. Pelaksanaan Pengembangan Jabatan Fungsional

ditargetkan sebanyak 250 orang JFT dan terealisasikan sebanyak 243 orang
JFT.
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Pelaksanaan Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu kedalam Jabatan Fungsional

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan

kompetensi juga dapat dilakukan dengan melaksanakan beberapa kegiatan

Pendukung lainnya vyaitu :

a.

Seleksi Penerimaan CPNS

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Banjarbaru mendapatkan 188 Formasi
CPNS dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Tenaga Kesehatan sebanyak
62 Formasi, Tenaga Pendidikan 99 Formasi dan Tenaga Teknis 27 Formasi.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru sebagai
Instansi yang menangani Urusan Kepegawaian telah melaksanakan
Penerimaan CPNS yang diawali dengan tahapan seleksi administrasi yang
dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 26 November 2019, yang
dilanjutkan dengan tahapan memverifikasi berkas pelamar yang masuk mulai
tanggal 13 sampai dengan 12 Desember 2019, dan pengumuman hasil
seleksi administrasi dimulai tanggal 12 sampai dengan 16 Desember 2019.
Jumlah pelamar yang memenuhi persyaratan adalah sebanyak 3743 pelamar.
Pelaksanaan Test SKD dan SKB untuk Penerimaan CPNS Tahun 2019 akan
diadakan pada Tahun 2020, yang mana sesuai dengan surat dari Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/1007/S.SM.01.00/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Jadwal

Pelaksanaan Rekruitmen dan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.
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b. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tugas Belajar

Tugas belajar merupakan
penugasan yang diberikan oleh
pejabat  yang berwenang
kepada aparatur yang ditunjuk
sesuai formasi yang diperlukan
untuk  dapat melanjutkan
Pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi sehingga memenuhi persyaratan kompetensi yang perlukan,
jumlah aparatur Pemerintah Kota Banjarbaru yang mengikuti tugas belajar
sampai dengan tahun 2019 sebanyak 26 orang, khususnya untuk tahun 2019
ditargetkan sebanyak 5 orang dan pada anggaran perubahan target menjadi 8
orang dan terealisasi sebanyak 7 orang, dari 7 orang yang mengikuti tugas
belajar terdapat 1 (satu) orang pegawai yang menggunakan dana sharing
pembiayaan perkuliahannya yaitu antara Bappenas dan Pemerintah Kota
Banjarbaru. Pelaksanaan Tugas Belajar tidak terealisasi 1 orang hal tersebut
dikarenakan pendaftar yang mengajukan tugas belajar terkendala pada batas
usia, tidak sesuai dengan Perwali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi PNS Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru, solusi untuk permasalahan tersebut diatas
adalah melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan dan
melakukan revisi peraturan dan juga BKPP harus melakukan evaluasi
terhadap penawaran beasiswa dan menyesuaikan penetapan beasiswa tugas

belajar dengan kebutuhan formasi di SKPD.

tabel 3.12
Daftar Nama Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

NO NAMA PENDIDIKAN YANG DIIKUTI SUMBER DANA
1. | Aditya Widyasmara, SH S2 Ekonomika Pembangunan
Kekhusuusan Manajemen Aset dan Pemerintah Kota
Penilaian Properti UGM Yogyakarta Banjarbaru
melalui BKPP
2. Dwi Rahyanti Sihotang, S2 Kesejahteraan Sosial Peminatan
SSTP Perencanaan dan Evaluasi

Pembangunan Universitas Indonesia
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Jakarta
3. | Abdul Malik Iberahim, S2 Ekonomika Pembangunan
S.STP Kekhusuusan Manajemen Aset dan

Penilaian Properti UGM Yogyakarta

4. | Nanang Miftakhul Wakhdi, | S2 Magister Keperawatan Peminatan | pemerintah Kota

S.Kep Kepemimpinan dan Manajemen Banjarbaru
Keperawatan Universitas Indonesia Melalui BKPP
Jakarta

5. Eva Metalita, S.Kep. Ns S2 Magister Keperawatan Peminatan
Kepemimpinan dan Manajemen
Keperawatan Universitas Indonesia

Jakarta
6. dr. M. Rudiannor PPDS Pulmonologi dan Respirasi
Universitas Sebelas Maret Surakarta
7. M. Rizky Irfani, S.IP, S3 Doktor Kepemimpinan dan Inovasi | Bappenas dan
M.AP Kebijakan UGM Yogyakarta Pemerintah Kota
Banjarbaru
Melalui BKPP

c. Penyelenggaraan Ujian Dinas, UKPPI
Selain pemberian tugas belajar, untuk meningkatkan kompetensi aparatur
agar dapat sesuai dengan jabatan yang diisinya, dengan melaksanaan ujian
dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, karena Pendidikan
formal merupakan salah satu dasar dalam penentuan kompetensi seseorang
dalam penempatan dalam jabatan, pada tahun 2019 Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan menetapkan target sebanyak 70 orang untuk
mengikuti kegiatan tersebut, dan dapat direalisasikan sebanyak 87 orang
yang terdiri dari Ujian dinas sebanyak 714 orang, UKPPI 15 orang dan

pencantuman gelar akademik 48 orang.
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Pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Dari beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, di dapatkan perhitungan untuk mengukur
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Persentase Jabatan yang diisi Sesuai dengan

Kompetensi adalah sebagai berikut :

tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi’
Tahun 2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase Jabatan yang diisi 77,04 % 74,97% 97,31 %

Sesuai dengan Kompetensi

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018
terdapat peningkatan pada realisasi yaitu dari tahun 2016 ke 2017 peningkatan
sebesar 2,8 % dan dari tahun 2017 ke 2018 peningkatan sebesarnya 2,5 %, akan
tetapi terjadi penurunan diantara tahun 2018 ke 2019 yaitu sebesar 1,41 % seperti
dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.14
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi’
Tahun 2016 — 2019
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NO INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1. Formasi Struktural 646 634 634 602
2. Formasi Struktural yang
terisi dan memenuhi 595 617 631 600
syarat kompetensi
3. Jabatan Fungsional 2238 2254 2276 2233
Tertentu
4, Fungsional Umum 1153 1009 899 946
5. | Jumlah PNS 3986 3888 3806 3779
Capaian IKU ‘Persentase
jabatan yang diisi sesuai 71,07% 73,84% 76,38% 74,97%
dengan kompetensi (Realisasi Capaian Capaian Capaian
jabatan yang terisi sesuai 99,38% 100,14% 97,31%
dengan kompetensi dibagi
jumlah pegawai dikalikan 100)
( (2+3)/5x100)
80
76,38
74,97
75 73,84
71,07
70
65 :
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

[ Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
Tahun 2016 - 2019

Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama dari Persentase jabatan yang
diisi sesuai dengan kompetensi tahun 2019 sebesar 74,97 % dibanding target
awal tahun 77,04 % terdapat penurunan sebesar 1,47 % dengan capaian kinerja
hanya 97,31 %, begitu pula jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja
tahun lalu juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2018 realisasi sebesar 76,38
%

dikarenakan terjadinya pembebasan / pemberhentian dari jabatan pengawas

dengan capaian kinerjanya 1700,74% penurunan kinerja tersebut terjadi

Esselon IV.b yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru, pembebasan / pemberhentian tersebut didasarkan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
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Peraturan Pemerintah No 18 tentang Perangkat Daerah, sehingga menyebabkan

berkurangnya jumlah pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

khususnya Pejabat Pengawas. Selain terjadinya pengurangan jumlah pejabat
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struktural kondisi saat ini masih belum selesainya hasil analisis jabatan serta analisis
beban kerja untuk fungsional umum / pelaksana yang akan digunakan sebagai dasar
menyusun standar kompetensi JFU pada masing — masing unit kerja di SKPD
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga langkah yang harus dilakukan
adalah segera berkoordinasi dengan bagian yang terkait dengan permasalahan

diatas yaitu bagian Organisasi, agar dapat ditindaklanjuti dengan segera.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan
kompetensi © dengan Kabupaten / Kota / Provinsi

Indikator Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Kinerja Tahun 2019 | Kab.Banjar Kabupaten Kota Provinsi
Tanah Laut Banjarmasin Kalsel
Persentase
jabatan  yang 74,97 % - - - -
diisi sesuai
dengan
kompetensi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan realisasi
untuk indikator kinerja“ persentase jabatan yang diisi sesuai dengan

“

kompetensi “ pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota

Banjarbaru tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja
Kabupaten / Kota / Provinsi di Kalimantan Selatan dikarenakan tidak memiliki

indikator kinerja yang sama.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan
kompetensi’ dengan Target RPJMD dan RPJMN Tahun 2019
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Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2019 Target RPJMD Target RPJMN
Persentase
jabatan yang diisi 74,97 % - -
sesuai dengan
kompetensi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan realisasi untuk

£

indikator kinerja“ persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi “ pada
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru tidak dapat
dibandingkan dengan Target RPJMD serta RPJMN, dikarenakan indikator kinerja

tersebut diatas tidak tercantum dalam RPJMD dan RPJMN tahun 2019.

Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang
disiplin pegawai, maka BKPP sebagai lembaga
yang memiliki fungsi untuk melaksanakan
pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya
untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran
pegawai terhadap peraturan disiplin dalam rangka
mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan
pemerintahan yang baik. Untuk mengetahui

seberapa besar jumlah pegawai yang benar — benar taat dan mengerti akan aturan
tentang kepegawaian maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
menggunakan Indikator Kinerja Utama Persentase Pegawai Yang Taat Terhadap
Peraturan Kepegawaian, pada tahun 2019 Indikator Kinerja Utama ini menargetkan
100 % pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru taat dan paham akan
peraturan kepegawaian, akan tetapi pada akhir tahun realisasi yang didapatkan
adalah sebesar 99,76 %, sehingga dapat dikatakan indikator ini tidak berhasil karena
masih ada beberapa pegawai yang masih terkena hukuman pelanggaran disiplin.

Untuk mengukur Indikator Kinerja utama (IKU) ini dapat dilihat pada

pelaksanaan Program Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai,
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dengan Kegiatan Proses Penanganan Kasus — kasus pelanggaran disiplin serta
kegiatan Pengawasan Pembinaan Disiplin PNS,PTT, Tenaga Kontrak, dengan
uraian sebagai berikut :
a. Proses Penanganan Kasus — kasus Pelanggaran Disiplin
Tahun 2016 s/d 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menangani
kasus pelanggaran disiplin sebanyak :

Tabel 3.17
Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2019

TAHUN PELANGGARAN PELANGGARAN KETERANGAN
DISIPLIN DISIPLIN YANG SUDAH
DITINDAKLANJUTI
2016 23 Kasus 23 Kasus 100%
2017 16 Kasus 16 Kasus 100%
2018 51 Kasus 51 Kasus 100%
2019 27 Kasus 27 Kasus 100%

Jenis — jenis pelanggaran disiplin yang terjadi pada tahun 2019 adalah :

e Pelanggaran Disiplin Tingkat Ringan 1 Kasus
e Pelanggaran Disiplin Tingkat Sedang 2 Kasus
e Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat 3 Kasus
e Penjatuhan Sanksi 3 Kasus
e ljin Perceraian 18 Kasus

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua kasus pelanggaran disiplin sudah
diselesaikan atau dtindak lanjuti sesuai dengan ketentuan masing — masing, dan
jumlah kasus pelanggaran disiplin di tahun 2019 mengalami penurunan
dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2018.

b. Pengawasan dan Pembinaan PNS, PTT dan Tenaga Kontrak, pelaksanaan

kegiatan ini adalah dengan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap
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tingkat kehadiran pegawai pada setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru yang dilaksanakan setiap bulannya selama 1 tahun berjalan.

Tabel 3.18
Daftar SKPD yang terdapat pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2019

SKPD KASUS PELANGGARA KETERANGAN
PERCERAIAN N DISIPLIN
RSDI 2 2 - Jumlah  pegawai yang
melakukan pelanggaran
DINKES 4 B disiplin sebanyak 27 orang
DISPORA > n yang terdiri dari 9 orang
untuk kasus pelanggaran
DISDIK 7 5 disiplin dan 18 orang untuk
kasus perceraian
DISPERKIM 1 1 - Jumlah pegawai tahun
2019 adalah 3779 pegawai
DKP3 1 B - Jumlah Pegawai yang taat
DINAS LH 1 . terhadap aturan sebanyak
3770 pegawai
DISDALDUK - 1
TOTAL 18 orang 9 orang

Tabel 3.19
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘ Persentase aparatur yang taat terhadap peraturan
kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016 — 2019

Capaian IKU Persentase

Aparatur yang taat
terhadap peraturan 99 % 99 % 98,73 % 100 % 99,76 %
kepegawaian (Realisasi Capaian Capaian Capaian
jumlah pegawai yang taat 99 % 98,73 % 99,76 %

terhadap peraturan
kepegawaian di tahun
berjalan dibagi dengan
jumlah pegawai di tahun
berjalan di kali 100)

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi untuk Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase Aparatur yang Taat Terhadap Aturan Kepegawaian pada

tahun 2019 adalah 99,76 %, menurun dari target yang sudah ditetapkan di

awal tahun yaitu 700 % dengan capaian kinerja 99,76 %, hal ini menunjukkan
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masih adanya aparatur yang melakukan pelanggaran tindakan disiplin, yang

mungkin dikarenakan masih belum optimalnya tindakan pembinaan,

pengawasan dan pemberian sanksi, serta masih kurangnya pemahaman
aparatur terhadap aturan kepegawaian. Akan tetapi jika dibandingkan dengan
realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2018 mengalami peningkatan dimana
tahun 2018 realisasi sebesar 98,73 % dengan capaian kinerja 98,73 %.

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘Persentase pegawai yang taat terhadap
peraturan kepegawaian ‘ dengan Kabupaten / Kota / Provinsi

Indikator Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Kinerja Tahun 2019 | Kab.Banjar Kabupaten Kota Provinsi
Tanah Laut | Banjarmasin Kalsel
Persentase
aparatur yang 99,76 % - - - -

taat terhadap
peraturan

kepegawaian

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan realisasi
untuk indikator kinerja“ persentase aparatur yang taat terhadap peraturan
kepegawaian® pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja
Kabupaten / Kota / Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan tidak memiliki

indikator kinerja yang sama.

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘Persentase Persentase pegawai yang taat
terhadap peraturan kepegawaian’ dengan Target RPJMD dan RPJMN Tahun 2019
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Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2019 Target RPJMD Target RPJMN
Persentase
aparatur yang taat 99,76 % - -
terhadap
peraturan
kepegawaian

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan realisasi untuk

£

indikator kinerja“ persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi “ pada
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru tidak dapat
dibandingkan dengan Target RPJMD serta RPJMN, dikarenakan indikator kinerja

tersebut diatas tidak tercantum dalam RPJMD dan RPJMN tahun 2019.

c. Penyelenggaraan Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Prestasi Kerja Aparatur,
pelaksanaan kegiatan ini adalah memverifikasi dan mengevaluasi dari Dokumen
sasaran kerja Pegawai untuk tahun 2019 dan realisasi / hasil dari Dokumen
Prestasi Kerja Pegawai tahun 2018 serta Dokumen Penilaian Angka Kredit untuk
Jabatan Fungsional Tertentu, tahun 2019 BKPP menargetkan untuk Dokumen
Hasil Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2018 sebanyak 7500 dokumen dan
terealisasi sebanyak 2722 dokumen, Dokumen Sasaran Kerja Pegawai Tahun
2019 sebanyak 1500 dokumen dan terealisasi sebanyak 2431 dokumen dan
untuk Dokumen Penilaian Angka Kredit ditergetkan sebanyak 750 dokumen
terealisasi 823 dokumen. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa sudah
banyak pegawai melaporkan baik dokumen hasil prestasi kerjanya dan juga
dokumen sasaran kerja pegawainya, begitu pula dengan jabatan fungsional
tertentu, hal ini dapat terjadi karena tingkat kesadaran dan pemahaman pegawai
akan kewajibannya sudah meningkat. Pada tahun 2019 ini BKPP telah
mengeluarkan Aplikasi Banjarbaru Begawi yaitu aplikasi yang digunakan untuk
melakukan penginputan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sehingga dapat secara

online terhubung langsung dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kota Banjarbaru.
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Gambar 3.1 Aplikasi Banjarbaru Bagawi

Seperti yang telah dijelaskan dan digambarkan pada tabel 3.15 pada tahun
2019 telah terjadi penurunan tingkat pelanggaran disiplin dibandingkan beberapa
tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada tahun 2019 Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan selaku SKPD yang melaksanakan fungsi pembinaan
terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin, BKPP telah melakukan
beberapa langkah — langkah agar meminimalisasikan kasus — kasus pelanggaran
yang akan terjadi, antara lain adalah :

1 | Peningkatan koordinasi dan konsulidasi dengan SKPD terkait dalam hal
7/ pengawasan dari atasan langsung ;
'_"ﬂ;,-g;.:- Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
ey ™
‘3 | Pemasangan Alat Bantu untuk memantau tingkat kehadiran
: \ pegawai (Finger Print) disetiap SKPD )
4 »,  Membuat dan menerapkan system electronic terkait pelaporan SKP dan
: k PAK yaitu Aplikasi Banjarbaru Bagawi
S
( N
. Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan serta pemberian sanksi sesuai
. 5. ) dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku terhadap seluruh
L aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

4

beberapa langkah — langkah yang telah

diambil BKPP seperti yang tersebut diatas

Bab 11l Akuntabilitas
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sangat membantu dalam menekan seminimal mungkin tindak pelanggaran disiplin
pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dan untuk pemasangan alat
Finger Print di seluruh SKPD, BKPP telah dimulai pada akhir tahun 2018 dan
akan dilanjutkan pada tahun 2019, dimana alat tersebut sangat membantu untuk
memantau kehadiran seluruh aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru, yang mana dengan adanya pemasangan alat tersebut yang langsung
terhnubung dengan BKPP diharapkan dapat terjadi peninggakatan disiplin kerja
aparatur dari sisi kehadiran yang tepat waktu sesuai dengan aturan jam kerja saat

ini.

Meningkatnya Kualitas pelayanan
Administrasi Kepegawaian

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai
lembaga pelayanan publik, berorientasi pada kepuasan masyarakat / pegawai,
melalui Sasaran ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar kepuasan
masyarakat / pegawai atas pelayanan yang telah diberikan BKPP tahun 2019 ini.

Indikator Kinerja yang digunakan untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran ke 2 (dua) dibandingkan dengan Kinerja 2 Tahun sebelumnya
serta target RPJMD

Indeks Kepuasan
Pelayanan Administrasi

Kepegawaian NILAI | 73,42 | 78,61 80 80,81 101,48 85

Capaian Sasaran 101,48 %
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja untuk Sasaran Strategis “
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian di BKPP adalah tercapai 101,48

%, termasuk dalam skala pencapaian kinerja yang sangat tinggi, diukur dengan

menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai salah satu lembaga pelayanan
publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, melakukan survey kepuasan
masyarakat, dimana yang dimaksud masyarakat disini adalah para pegawai yang
ada di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Survey dilakukan dengan
menyebarkan kuesioner kepada para pegawai yang datang ke BKPP untuk
melakukan urusan tertentu.

Unsur -unsur pelayanan yang diukur adalah sebagai berikut :

Hasil dari pengukuran kuesioner

SESassissssam
tersebut menyatakan bahwa BADAN KEPEGAWAIAN, PENIDIKAN DAN PELATIHAN

kepuasan para pegawai dilingkungn | N.w“.mmumammm ||
Pemerintah Kota Banjarbaru terhadap 8 1 =xe :
pelayanan yang diberikan oleh Badan
Kepegwaian Pendidikan Pelatihan —:e' |
Kota Banjarbaru adalah sebesar | BNK |

81,18, yang mana diukur

menggunakan perhitungan rumus :




ANUREARY|
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Total dari nilai persepsi per unsur dibandingkan dengan total unsur yang
terisi dikali nilai penimbang. Angka tersebut diatas menyatakan bahwa mutu
atau kualitas pelayanannya adalah B, dengan kinerja BAIK, yang didapat dari
hasil survey kepada 151 responden / pegawai yang datang ke BKPP untuk
mendapatkan pelayanan kepegawaian, dari 151 responden tersebut terdiri laki —
laki sebanyak 87 orang dan perempuan 64 orang, dengan tingkat pendidikan
SMA 6 orang, Diploma 69 orang Sarjana sebanyak 76 orang dengan 9 indikator
pertanyaan yang tertera pada lembar kuesioner. Pelayanan Publik yang
diberikan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan adalah dalam hal
Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian, yang diperlukan oleh
seluruh aparatur di Lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru, pelayanan tersebut

terdiri dari :

a. Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala Tepat Waktu
Pada tahun 2019 usulan kenaikan gaji berkala di targetkan sebanyak 750
usulan dan pada akhir tahun Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan
dapat menindaklanjuti sebanyak 662 SK (82 %) target awal tahun tidak
tercapai dikarenakan penerbitan SK kenaikan gaji berkala masih menunggu
usulan dari SKPD.

Mekanisme Pelayanan Kenaikan Gaiji Berkala :

1. | Pengelola kepegawaian di SKPD masing-masing membuat daftar pegawai yang
sudah sampai waktunya mendapatkan kenaikan gaji berkala

2. | BKPP menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan untuk
kenaikan gaji berkala

3. | BKPP membuat konsep SK kenaikan gaji berkala untuk ditandatangani oleh
pejabat berwenang

4. | BKPP menyampaikan SK kenaikan gaji berkala yang telah ditandatangani ke
BPKAD, SKPD dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

b. Penyelesaian Kenaikan Pangkat Tepat Waktu
Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2019 dapat
menyelesaiakan pembuatan SK kenaikan pangkat pegawainya sebanyak
1022 sk dari target awal tahun sebanyak 600 sk, hal ini disebabkan karena

adanya kenaikan pangkat dari jabatan fungsional tertentu yang tidak dapat
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diprediksi, kenaikan pangkat yang dapat dihitung adalah kenaikan pangkat
regular yang waktunya sudah ditentukan yaitu 2 periode ( April dan Oktober )
untuk setiap tahunnya.

Mekanisme Pelayanan Kenaikan Pangkat :

1. | SKPD mengusulkan daftar pegawai dan kelengkapan administrasi PNS yang akan
naik pangkat melalui BKPP

2. | BKPP memverifikasi kelengkapan berkas kenaikan pangkat, jika telah lengkap
maka akan di entry kedalam system aplikasi pelayanan kepegawaian yang sudah
terintegrasi dengan BKN

3. | BKPP mengirimkan usul dan berkas kenaikan pangkat yang sudah dientry
kepadainstansi yang berwenang dalam persetujuan teknis kenaikan pangkat

4. | Usul kenaikan pangkat yang sudah mendapatkan persetujuan teknis, dikirimkan
kembali ke BKPP untuk dicetak surat keputusannya

Pemeriksaaan Berkas Pangkat Satu Atap dengan BKN Regional VIII

c. Penyelesaian Penerbitan SK Pensiun tepat Waktu
Jumlah usulan penerbitan sk pensiun tahun 2019 sebanyak 135 sk, lebih
banyak daripada yang telah ditargetkan awal tahun yaitu 105 sk, hal ini

disebabkan adanya pengajuan usulan pensiun dini, pensiun sakit pensiun
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duda dan Janda. Dari semua usulan yang masuk ke Badan kepagawaian
Pendidikan dan pelatihan semuanya sudah ditindaklanjuti.

Mekanisme Pelayanan penerbitan SK pensiun :

1. | SKPD menyerahkan usulan dan berkas administrasi PNS yang akan mencapai BUP
atau Pensiun Duda/Janda melalui BKPP

2. | BKPP memverifikasi kelengkapan usulan pensiun, jika lengkap maka dientry kedalam
system aplikasi kepegawian yang sudah terintegrasi dengan BKN

3. | BKPP mengirimkan usul dan berkas pensiun yang sudah dientry kepada instansi
berwenang dalam penerbitan keputusan pension

4. | Surat Keputusan Pensiun yang telah terbit dapat langsung diserahkan kepada PNS
yang bersangkutan

Tabel 3.23
Perbandingan Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Badan kepegawaian Pendidikan dan
pelatihan Tahun 2017- 2019

Kenaikan | 750 sk | 968 sk | 129% 750 sk | 750 sk | 100% 750 sk | 622sk | 82%
Gaji
Berkala

Kenaikan | 600 sk | 672sk | 112% | 600 sk | 974 sk | 162% | 600 sk | 1022 sk | 170,33
Pangkat %

Pensiun 102 sk | 104 sk | 101% | 102sk | 127 sk | 124% | 105sk | 135 sk 128,57
%

Capaian 114% 128% 126,97%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat adanya penurunan untuk capaian kinerja
untuk Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang diberikan Badan
kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun 2019 adalah 726,97 %,
dibandingkan dengan tahun 2018 vyaitu 7128 % maka dapat dilihat terjadi
penurunan sebesar 1,03 %, hal tersebut dikarenakan masih banyak produk
keluaran dari BKPP yang dihasilkan secara manual, sehingga sangat diperlukan
pembuatan system / aplikasi terutama untuk penerbitan SK berkala sehingga

secara otomatis SK berkala PNS dapat diterbitkan tepat waktu tanpa harus

menunggu usulan dari masing — masing SKPD. Akan tetapi BKPP selalu
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berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru dengan selalu menindaklanjuti setiap permasalahan

yang disampaikan kepada BKPP Kota Banjarbaru.

Beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai penghambat dalam proses
pencapaian peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian adalah

sebagai berikut :

~

/Keterlambatan dalam penyampaian berkas usulan naik pangkat PNS dari
SKPD

Berkas Kenaikan pangkat PNS tidak lengkap

Masih adanya ketidak sesuaian data dengan Sistem Aplikasi
Kepagawaian

)

4 )

Proses penandatanganan SK pension golongan |V/c ke atas tidak
dapat tepat waktu karena merupakan wewenang presiden

Keterlambatan dalam pemberkasan usulan pension
Keterlambatan dalam pemberkasan usulan kenaikan gaji berkala

(. /

Solusi atau beberapa langkah yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan

pelayanan administrasi kepegawaian adalah :

Melakukan sosialisasi ke SKPD tentang Kenaikan pangkat, Usulan Pensiun dan Kenaikan gaiji
berkala yang meliputi pemberitahuan jadwal usulan penyerahan berkas , kelengkapan
administrasi apa saja yang harus disiapkan

Melakukan koordinasi dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru terkait
masalah data yang belum sesuai dengan SAPK, agar segera melakukan
perubahan/peremajaan data pegawai

Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait batas waktu penyerahan penyampaian berkas
usulan pensiun untuk golongan IV/c keatas agar diusahakan satu tahun sebelum BUP
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Tabel 3.24

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘ indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian * di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016 — 2019

Indeks Kepuasan 79,24 73,42 78,61 80 80,81
Pelayanan Administrasi Capaian Capaian Capaian
kepegawaian 91,77 98,26 101

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan
Pelayanan Administrasi Kepegawaian di BKPP UNTUK tahun 2019 adalah 81,18
dibandingkan dengan target awal tahun 80, begitu juga jika dibandingkan dnegan
capaian dari tahun — tahun sebelumnya telah mengalami kenaikan, hal ini dapat
menunjukkan bahwa telah terjadi beberapa peningkatan kinerja kearah yang lebih
baik di tahun 2019.

Beberapa faktor penghambat yang masih menjadi permasalahan :

1. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan sudah mulai mencukupi namun
masih kurang memadai jika ingin menjadi yang terbaik.

2. Sikap pegawai yang kurang ramah dalam memberikan pelayanan.

3. Mekanisme dan waktu pelayanan yang dianggap masih Panjang.

Langkah — langkah yang telah diambil untuk mengatasi hal tersebut diatas antara

lain :

e Meningkatkan / mengoptimalisasi penggunaan barang inventaris kantor dan
penataan tempat pelayanan dengan kondisi yang lebih baik lagi

e Peningkatan produktivitas pegawai agar dapat mengoptimalkan waktu

pekerjaan disemua bidang

e Merubah dan menata prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien
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e Melaksanakan pelatihan untuk pegawai agar dapat meningkatkan
kapasitas,kompetensi dan intergritas.

e Seluruh pelayanan kepegawaian telah dilayani secara satu pintu yaitu dengan
adanya Media Center.

e Memberikan Layanan Khusus untuk para penyandang disabilitas /
berkebutuhan khusus.

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) * indeks pelayanan administrasi kepegawaian
dengan Kabupaten / Kota / Provinsi

Indikator Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Kinerja Tahun 2019 | Kab.Banjar Kabupaten Kota Provinsi
Tanah Laut Banjarmasin Kalsel
Indeks
pelayanan 81,18 % - - - -
administrasi
kepegawaian

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan realisasi
untuk indikator kinerja“ indeks pelayanan administrasi kepegawaian® pada
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru tidak dapat
dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja Kabupaten / Kota / Provinsi

Kalimantan Selatan dikarenakan tidak memiliki indikator kinerja yang sama.

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘ indeks pelayanan administrasi kepegawaian
dengan Target RPJMD dan RPJMN Tahun 2019

Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2019 Target RPJMD Target RPJMN

Indeks pelayanan
administrasi 81,18 % -

kepegawaian
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan realisasi untuk
indikator kinerja“ indeks pelayanan administrasi kepegawaian® pada Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru tidak dapat dibandingkan
dengan Target RPJMD serta RPJMN, dikarenakan indikator kinerja tersebut diatas
tidak tercantum dalam RPJMD dan RPJMN tahun 2019.

W —

Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru

Media Center Pusat Pelé'yanan di Badan Kepegawaian,

Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam memberikan
pelayanan administrasi kepegawaian juga tidak lepas dari dukungan
ketersediaan data atau informasi yang lengkap tentang seluruh pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Mulai tahun 2017 telah mengalami
perkembangan dalam hal Sistem Informasi Kepegawaian, BKPP sudah
melakukan pembangunan SIMPEG yang baru, Simpeg BKPP Kota Banjarbaru

merupakan ___A asi, berrbasis web untuk pengelolaan data pegawai,

Bab Il Akuntabilitas
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luasnya kebutuhan akses Simpeg oleh SKPD, di mulai pada tahun 2018 lalu
BKPP Kota Banjarbaru telah mengembangkan Simpeg Online, yang dapat
diakses oleh seluruh pegawai, namun kewenangannya hanya sebatas untuk
melihat data / informasi dari masing — masing pegawai tanpa bisa untuk
melakukan mutasi data / informasi, dan di tahun 2019 BKPP terus menerus
melakukan pengembangan Simpeg sehingga diharapkan Simpeg dapat
dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarbaru. Alamat Simpeg Online adalah
simpeg.bkpp.banjarbarukota.go.id.

Selain mengembangkan Simpeg Online BKPP juga menyediakan Anjungan
Kepegawaian untuk mempermudah pegawai dalam mendapatkan informasi apa

saja tentang administrasi kepegawaian.

Faktor lain yang sangat menunjang pelayanan di Badan Kepegawaian
Pendidikan dan pelatihan adalah bagaimana tingkat Akuntabilitas kinerja BKPP

itu sendiri, dan hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal adalah :

a. Nilai Evaluasi LKIP SKPD

— Badan Kepegawaian Pendidikan dan
’ Pelatihan Kota Banjarbaru sebagai
Instansi Pemerintah yang

berorientasikan pada Akuntabilitas

: Kinerja yang hasilnya dapat diperoleh
E melalui evaluasi AKIP berdasarkan
Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014
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tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan
Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi SAKIP, evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen

besar manajemen kinerja yang meliputi :

v

[ Pencapaian Kinerja J -« [ Pelaporan Kinerja J

Berdasarkan laporan dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKPP Kota
Banjarbaru Tahun 2019 mendapatkan Peringkat B, dengan Nilai 72,96 (BB).
Jika dibandingkan target akhir RPJMD vyaitu Predikat A maka Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru harus lebih keras
lagi dalam menunjukkan kinerjanya agar apa yang diinginkan dapat tercapai.

Tabel 3.27
Bobot / Skala Penilaian Kinerja

KOMPONEN YANG DINILAI BOBOT NILAI
2016 2017 2018
A Perencanaan Kinerja 30 21.33 22,44 23,10
B Pengukuran Kinerja 25 14,06 12,19 14,69
C Pelaporan Kinerja 15 9,77 12,89 13,83
D Evaluasi Internal 10 6,73 4,77 6,56
E Capaian Kinerja 20 13,50 13,07 14,78
Nilai Hasil Evaluasi 100 65,24 65,36 72,96
Tingkat Akuntabilitas B B BB

Tabel 3.28

Perbandingan Kategori Nilai AKIP Berdasarkan
Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015

AA >90-100 Sangat Memuaskan Target
B
A >80-90 Memuaskan
BB >70-80 Sangat Baik

_Badan keneg%waian Pen idikan?usa%'lzglatihan

Baik Bab | [i

cc >50-60 Cukup Baik ’ _m

D 0-30 Sangat Kurang
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Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya
digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program
kegiatan

2. Evaluasi atas program kerja belum sepenuhnya dilaksanakan, dan
walaupun dilaksanakan hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan
untuk menilai keberhasilan program

Solusi yang akan datang untuk permasalahan diatas adalah :
1. Membangun budaya organisasi yang berbasis akuntabilitas

2. Pelaksanaan reviu terhadap indikator — indikator kinerja agar
berorientasi manfaat (outcome) bukan hasil (output) secara berkala

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara
berkala

4. Komitmen pimpinan dan semua pihak yang terkait dalam pencapaian
kinerja yang diinginkan.

Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

Pemerikasaan atau evaluasi akan selalu
dilakukan oleh Tim Evaluator yang dalam hal
ini merupakan rangkaian dari sistem SAKIP

sesuai Permenpan No 53 Tahun 2014, dan

pihak yang melakukan evaluasi pada setiap SKPD adalah Inspektorat
Provinsi, Inspektorat Kota maupun dari BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ).
Hampir setiap tahun BKPP dijadikan sampel oleh BPK untuk melakukan
meriksaan mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2015, sedangkan dari
Inpektorat Provinsi dan Inspektorat Kota melakukan pemeriksaan setiap
tahunnya ( Pemeriksaan Reguler ), setiap temuan yang ada sudah pasti akan

langsung mendapat perhatian atau tindak lanjut dari BKPP tanpa terkecuali.

Tertib Administrasi Barang / Aset
Sesuai amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan tertib administrasi

pengelolaan barang / aset SKPD. Pada akhir tahun 2019 nilai aset yang
dimiliki BKPP yaitu Rp. 1.386.156.335,38,-.
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Tabel 3.29
Perbandingan Aset BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2017 — 2019

Aset Tetap :

Peralatan dan Mesin 2.146.153.572,00 2.437.877.582,18 2.847.325.868,44
Gedung Bangunan - - 199.270.000
Aset tetap Lainnya - - 12.500.000

Akumulasi
Penyusuatan

(1.431.841.897,17)

(1.550.406.007,95)

(1.900.272.533,06)

Aset Lainnya :

Aset Tidak Berwujud 185.200.000 359.655.000 483.505.000

Aset Rusak Berat - - 127.374.000

Amortisasi (76.960.000) (147.931.000) (369.846.000)
Jumlah 822.551.674,83 1.099.195.574,23 1.399.856.335,38

3.3 Akuntabilitas keuangan

Tahun 2019 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru,

mendapat Anggaran sebesar Rp. 15.755.368.050,-

dan capaian realisasi

anggaran sebesar Rp. 14.439.751.512,- dengan tingkat capaian sebesar
91,65 %, dengan sisa anggaran (Silpa) sebesar Rp. 1.315.616.538,-.

Tabel 3.30
Pagu Anggaran dan Realiasi Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Banjarbaru Tahun 2019

Uraian Pagu Realisasi Sisa Anggaran Capaian
Belanja Pegawai : 4.188.458.350,- 4.146.262.190,- 42.196.160,- 98,99%
Gaji 2.815.765.150,- | 2.783.315.099,- 32.450.051,- 98,85%
Tunjangan 1.372.693.200,- 1.362.947.091,- 9.746.109,- 99,29%
Belanja Barang & Jasa 10.433.939.700,- | 9.167.369.322,- | 1.266.570.378,- 87,86%
Belanja Modal 1.132.970.000,- | 1.126.120.000,- 6.850.000,- 99,40%
Total Belanja 15.755.368.050,- | 14.439.751.512,- | 1.315.616.538,- 91,65%
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Tabel 3.31
Pagu Anggaran dan Realiasi Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Banjarbaru Tahun 2017 - 2019

Uraian Pagu Realisasi Sisa Anggaran Capaian
2017 11.053.878.774,- | 8.486.326.227,- | 2.567.552.547,- 76,77%
2018 11.339.193.947,- | 9.603.401.452,- | 1.735.792.522,- 84,69%
2019 15.755.368.050,- | 14.439.751.512,- | 1.315.616.538,- 91,65%

Selama Tahun 2019 anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program
dan kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran
BKPP adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32
Realisasi Anggaran Program Kegiatan dari Masing-masing sasaran & Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP
Tahun 2019
SASARAN INDIKATOR PROGRAM | | INDIKATOR ANGGARAN | REALISASI
KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya | Persentase Program Persentase
Penataan aparatur yang | Pendidikan aparatur yang
Sumber Daya | mendapatkan | Kedinasan memiliki
Aparatur pengembalian sertifikat diklat
kompetensi pim, diklat
teknis
fungsional
dan diklat
prajabatan
Pendidikan dan | Jumlah Rp. Rp.
Pelatihan aparatur yang | 3.556.641.000 | 3.410.531.600
Jabatan mengikuti
diklat pim dan
diklat
prajabatan
Pendidikan dan | Jumlah Rp. Rp.
Pelatihan Teknis | aparatur yang | 1.546.581.750 | 1.379.164.555
Fungsional mengikuti
diklat  teknis
fungsional
Persentase Program Persentase
Jabatan yang | Pembinaan dan | pelaksanaan
diisi  sesuai | Pengembangan seleksi CPNS
dengan Aparatur
kompetensi




Laporan Kinerja 2019

TEANIAREAR]
&
bt B
-

Seleksi
Penerimaan
CPNS

Jumlah
pelaksanaan
test seleksi
CPNS

Rp.
825.257.350

Rp. 288.486.250

Persentase
dokumen
penyusunan
kebutuhan
formasi

Penyusunan
Data Formasi

Jumlah
dokumen
kebutuhan
formasi

Rp.
76.602.750

Rp. 72.575.250

Persentase
pejabat
pimpinan
tinggi

pratama,
pejabat
administrator,
pejabat
pengawas

dan pejabat
fungsional
tertentu yang
memenuhi
syarat jabatan

Seleksi Jabatan
Aparatur Sipil
Negara

Jumlah
formasi JPT
pratama,
administrator
dan

pengawas
yang terisi

Rp.
738.587.000

Rp. 702.499.750

Pengembangan
Jabatan
Funsgional

Jumlah
pejabat
funsgional
tertebtu yang
diangkat
dalam jabatan

Rp.
42.606.250

Rp. 41.787.250

Persentase
pegawai yang
ditempatkan
sesuai

dengan
formasi

Mutasi dan Alih
Status

Jumlah
pegawai yang
ditempatkan
sesuai

dengan
formasi

Rp.
15.306.800

Rp. 13.971.000
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Persentase
pegawai yang
mengikuti
TUBEL sesuai
kebutuhan
formasi
Pemberian Jumlah Rp. Rp. 275.732.450
Bantuan Tugas | pegawai yang | 426.467.150
Belajar dan | mengikuti
Ikatan dinas tugas belajar
Persentase
aparatur yang
mengikuti
ujian  dinas,
UKPPI dan
pencantuman
gelar
akademik
Penyelenggaraan | Jumlah Rp. Rp. 24.408.250
Ujian Dinas, | pegawai yang | 27.656.500
UKPPI dan | mengikuti
Pencantuman ujian  dinas,
Gelar Akademik UKPPI dan
Pencantuman
gelar
Persentase Program Persentase
Aparatur Peningkatan aparatur yang
Yang Taat | Informasi dan | tidak
Terhadap kedudukan mendapatkan
Peraturan Hukum Pegawai | hukuman
Kepegawaian disiplin
Proses Jumlah kasus | Rp. Rp. 24.408.000
Penanganan yang 28.006.500
Kasus kasus | tertangani
Pelanggaran
Disiplin
Pengawasan dan | Jumlah Rp. Rp. 269.097.750
Pembinaan PNS, | dokumen 269.697.900
PTT dan Tenaga | pelaksanaan
Kontrak pengawasan
dan
pembinaan
Persentase
pelaksanaan
senam
kesegaran
jasmani dan
ceramah
agama
Penyelenggaraan | Jumlah Rp. Rp. 173.576.000

Kesejahteraan

pelaksanaan
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Anggota Korpri ceramah 200.326.750
agama, SKJ
dan Lomba
Program Persentase
Pembinaan dan | aparatur yang
Pengembangan melaksanakan
Aparatur penilaian
prestasi kerja
pegawai
Penyelenggaraan | Jumlah Rp. Rp. 218.082.750
Verifikasi dan | dokumen 223.181.500
Evaluasi prestasi kerja
Dokumen pegawai yang
Prestasi Kerja | dievaluasi
Pegawai
Meningkatnya | Indeks Program Persentase
Kualitas Kepuasan Pembinaan dan | pelayanan
Pelayanan Pelayanan Pengembangan administrasi
Administrasi Administrasi Aparatur kepegawaian
Kepegawaian | Kepegawaian tepat waktu
Penataan Jumlah SK | Rp. Rp. 102.014.250
Administrasi pangkat yang | 114.177.400
Kepangkatan terbit tepat
waktu
Program Persentase
Peningkatan pelayanan
Informasi dan | administrasi
Kedudukan kepegawaian
Hukum Pegawai | tepat waktu
Pemberian Jumlah SK | Rp. Rp.
Penghargaan berkala tepat | 1.136.279.500 | 1.000.976.950
dan waktu
Kesejahteraan
Pegawai
Penyelenggaraan | Jumlah SK | Rp. Rp. 20.394.250
Pemberhentian pension tepat | 20.591.600
Pensiun dan | waktu
Penetapan Usul | Jumlah usulan
Karis, Karsu, | karis, karsu,
Karip dan | karpeg dan
Taspen taspen yang
ditindaklanjuti
Pengelolaan Jumlah Rp. Rp.144.674.500
Data dokumen 152.134.250
Kepegawaian informasi

kepegawaian

Tabel 3.33
Realisasi Anggaran Masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Tahun 2019
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1 Meningkatnya Persentase  aparatur | Rp. 5.103.222.750 | Rp. 93,86
Penataan Sumber | yang mendapatkan 4.789.696.155
Daya Aparatur pengembangan
kompetensi
Persentase jabatan | Rp. 2.152.483.800 | Rp. 65,95
yang diisi  sesuai 1.419.460.200

dengan kompetensi

Persentase  aparatur | Rp. 721.212.650 Rp. 685.164.500 95
yang taat terhadap
peraturan
kepegawaian

2 Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan | Rp. 1.320.423.050 | Rp. 96,03
Pelayanan Administrasi | Pelayanan 1.268.059.950
Kepegawaian Administrasi

Kepegawaian

3.3.1 Analisa Efektivitas
Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
telah tercapai, dimana makin besar target yang dicapai, makin tinggi
efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang
digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana

dengan anggaran dibawah 100% tetap dapat menghasilkan kinerja 100%.

Tabel 3.34
Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran BKPP Tahun 2019

1 | Meningkatnya Penataan 112,76 Rp. Rp. 86,43
Sumber Daya Aparatur 7.976.919.200 | 6.894.320.855

2 | Meningkatnya kualitas 101,48 Rp. Rp. 96,03
Pelayanan Administrasi 1.320.423.050 | 1.268.059.950
kepegawaian
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk capaian kinerja pada
sasaran meningkatnya penataan sumber daya aparatur sebesar 112,76 %
lebih besar daripada capaian anggarannya yaitu 86,43 %, serta untuk capaian
kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
101,48 % dan capaian anggarannya sebesar 96,03 %. Dengan kata lain telah
terjadi efektivitas dari segi capaian anggaran terhadap capaian kinerja untuk
masing — masing sasaran strategis di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kota Banjarbaru.

3.3.2 Analisa Efisiensi
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana Sasaran Strategis dengan
Indikator Kinerja yang dirumuskan terlah berhasil dicapai dengan
memanfaatkan sumber daya / input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber
daya yang telah dikeluarkan untuk mencapai target tertentu, maka
efisiensinya akan semakin rendah, begitupun sebaliknya semakin rendah
sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai Sasaran maka efisiensi

anggaran akan semakin tinggi.

Tabel 3.35
Efesiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran BKPP
Tahun 2019

1 | Meningkatnya Penataan sumber daya 112,76 86,43 76,65
aparatur

2 | Meningkatnya kualitas Pelayanan 101,48 96,03 94,63
Administrasi kepegawaian

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerjanya
pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
adalah 100% tercapai dengan menggunakan Sumber Daya yang seminimal
mungkin. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi efisiensi pada anggaran
yang diberikan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik
yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya yang efisien dalam

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
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" PENUTUP ‘

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru tahun 2019 merupakan pertanggung
jawaban tertulis atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik,
penyusunan laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam rangka
memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP BKPP tahun 2019 menggambarkan
kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
sasaran maupun analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan ataupun
kegagalan.

Pada tahun 2019 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
menetapkan sebanyak 2 Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Kinerja utama
yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Capaian Indikator Sasaran
Strategis sebanyak 4 Indikator tersebut dapat dikatakan berhasil karena sudah
memenuhi target dan rata — rata memiliki kinerja yang sangat tinggi, secara rinci

Sasaran Strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 1 persentase aparatur yang mendapatkan
pengembangan kompetensi dengan target 85,08%
terealisasikan sebesar 120,16% dengan capaian kinerja
141,23%

. Indikator 2 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan
\, komletensi, dengan target 77,04% terealisasikan 74,97%
dengan capaian kinerja sebesar 97,31%

Indikator 3 persentase aparatur yang taat terhadap
peraturan kepegawaian, target 100% terealisasikan 99,76%
dengan capaian kinerja sebesar 99,76%
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Indikator 3 indeks kepuasan pelayanan administrasi
kepegawaian mendapatkan target 80 terealisasikan 81,18
dengan capaian kinerja sebesar 101,48%

/

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan anggaran

untuk pelaksanaan program dan kegiatan, penggunaan anggaran tersebut harus
berdasarkan pada Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Anggaran terhadap capaian

kinerja Sasaran Strategis BKPP, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perbandingan antara Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Capaian Kinerja

1 Meningkatnya Penataan 112,76 Rp. Rp. 86,43 76,65
Sumber Daya Aparatur 7.976.919.200 | 6.894.320.855

2 | Meningkatnya kualitas 101,48 Rp. Rp. 96,03 94,63
Pelayanan Administrasi 1.320.423.050 | 1.268.059.950
kepegawaian

Dari tabel diatas disebutkan capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis
di BKPP terhadap serapan anggaran lebih tinggi pada capaian kinerja sasaran
dengan kata lain telah terjadi efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja dan
tingkat efisiensi anggaran juga terlihat pada perbandingan antara capaian kinerja
sasaran strategis dengan capaian realisasi anggaran, Kondisi ini sejalan dengan

prinsip pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah pengelolaan sumber

daya yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
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Tindak lanjut terhadap Hasil Laporan Evaluasi Sakip Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru tahun 2019 adalah :

NO REKOMENDASI

TINDAK LANJUT

1. Melaksanakan perbaikan terhadap
mekanisme monitoring perencanaan kinerja

BKPP telah melaksanakan evaluasi
monitoring terhadap capaian kinerja setiap
triwulan dengan didasarkan pada rencana
aksi program kegiatan

2. Memberikan reward dan punishment
berdasarkan hasil pengukuran kinerja

Pemberian reward dan  punishment
terhadap pegawai yang capaian kinerjanya
baik dengan cara memberikan kesempatan
untuk menambah wawasan dan
pengetahuan

3. Membuat PK Individu BKPP akan melaksanakan pembuatan PK
Individu bagi JFU di tahun 2020
4. Melaksanakan evaluasi program dengan | BKPP telah  melaksanakan evaluasi

mekanisme yang terukur

5 Meningkatkan keandalan informasi kinerja

6 Mendokumentasikan pelaksanaan SAKIP
dengan baik dan lengkap

monitoring terhadap capaian kinerja setiap
triwulan dengan didasarkan pada rencana
aksi program kegiatan, dan sumber data
yang handal dan valid serta telah
mempublikasikan semua dokumen
perencanaan melalui website BKPP Kota
Banjarbaru

Beberapa terobosan yang telah dilaksanakan BKPP sampai dengan tahun 2019

dan akan tetap dilakukan kedepannya adalah :

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

UPAYA/LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

Persentase aparatur yang mendapatkan |-
pengembangan kompetensi

Konsultasi dengan Lembaga Pembina diklat
agar mendapatkan informasi pelaksanan diklat
yang dapat menunjang kinerja BKPP
Menetapkan peserta diklat berdasarkan
Analisa kebutuhan yang sesuai dengan
kompetensi

2. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan |- Pelaksanaan Assesment
kompetensi - Pelaksanaan rekuitmen CPNS melalui sistem
CAT
- Melaksanakan seleksi terbuka untuk Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama
& Persentase aparatur yang taat terhadap |- Pemasangan Finger Print untuk memantau
peraturan kepegawaian tingkat kehadiran pegawai agar lebih akurat
dan dapat dipertanggung jawabkan
- Pembuatan Aplikasi Banjarbaru Bagawi untuk
pelaporan dokumen SKP dan PAK pegawai
4. Indkes kepuasan pelayanan administrasi [- Pelayanan administrasi kepegawaian dengan

kepegawaian

menggunakan sistem / online yaitu dengan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Bab |V Penutup
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pembuatan Aplikasi E- berkala
Pengembangan Aplikasi Simpeg

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2019, diharapkan dapat memberikan gambaran

kinerja BKPP kepada pihak-pihak terkait sebagai stakeholder ataupun pihak lain

yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kota

Banjarbaru, dan diharapkan agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

dapat meningkatkan kinerja nya di masa yang akan datang.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Bab IV Penutup




Laporan Kinerja 2019

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bab IV Penutup




